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aporan Kinerja (LKj) Badan Pengendalian
Ldan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan (BPPMHKP) Triwulan II Tahun 2025
disusun sebagai wujud pertanggungjawaban
BPPMHKP dalam penggunaan anggaran yang
. akuntabel untuk mencapai target kinerja yang
ditetapkan. Di dalam laporan ini diuraikan
informasi terkait sasaran strategis organisasi
dan indikator keberhasilannya dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai

visi dan misinya.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Perjanjian Kinerja dan Rencana
Aksi BPPMHKP Tahun 2025. Secara umum, pada Triwulan II Tahun 2025
sebagian besar target indikator kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai.
Adapun beberapa IKU yang masih belum dapat dicantumkan hasil capaiannya

dikarenakan pengukuran bersifat semesteran atau tahunan pada akhir tahun.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat bermanfaat sebagai sarana
akuntabilitas dan pertanggungjawaban organisasi serta dapat dijadikan bahan
masukan untuk peningkatan kinerja BPPMHKP di masa mendatang. Kami
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Jakarta, 15 Juli 2025
Kepala BPPMHKP,

Ir. Ishartini
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RINGKASAN

ilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Badan Pengendalian Dan Pengawasan

NMutu Hasil Kelautan Dan Perikanan (BPPMHKP) pada Triwulan II Tahun 2025

adalah sebesar 116,92%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS)

dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP yang telah ditetapkan dengan
hasil sebagai berikut:

A. Dari 6 IKU yang targetnya telah ditetapkan pada awal Tahun 2025, terdapat 4
IKU (66,67%) yang pencapaiannya memenuhi atau melebihi target, dan 2 IKU
(33,33%) yang capaiannya masih nol karena pengukurannya bersifat tahunan
pada akhir tahun.

B. Uraian 4 IKU yang capaiannya memenuhi atau melebihi target yang telah
ditetapkan, yaitu:

1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan;
2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen
yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan;
3. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI;
4. Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan;

C. Uraian 2 [KU yang capaiannya masih nol karena pengukuran bersifat tahunan,
yaitu:

1. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor;

2. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi;

Kinerja Keuangan BPPMHKP Triwulan II 2025 mencapai Rp 112,533,752,993,-
atau sebesar 42,92% dari pagu anggaran BPMHKP (T.A) 2025 yang efektif sebesar
Rp.243,250,096,000,- Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang
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semula sebesar Rp. 342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi sebesar Rp.

99,399,640,000-. senilai 29,01% dari total pagu semula menindaklanjuti pelaksanaan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi
Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan
Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/
Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kemudian pagu efisiensi tersebut
mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79% dari total pagu
efektif untuk membiayai pelaksanaan program - program prioritas nasional yang
telah ditetapkan dalam 8 misi asta cita yaitu antara lain ekonomi biru, swasembada
pangan, dan pengentasan kemiskinan. Sehingga total pagu pagu anggaran BPMHKP
(T.A) 2025 yang efektif sebesar Rp. 243,250,096,000.

Alokasi anggaran tersebut terbagi dalam 3 program pembangunan kelautan dan
perikanan, 4 kegiatan yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat,46 satker
kantor daerah/Unit Pelaksana Teknis) Namun dengan efisiensi tersebut, tidak
mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal ini dibuktikan

dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 116,92% (kategori istimewa).

Halini membuktikan walaupun adanya efisiensianggaran, namun dengan keterbatasan
tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian
seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta

belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran).
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BAB 1 PENDAHULUAN

Salah satu asas penyelenggaraan good governance adalah asas akuntabilitas yang
menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelengaraan
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam

bentuk penyusunan laporan kinerja.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan
Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-
KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)
merupakan salah satu unit eselon [ Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP
mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan

keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPMHKP dituntut untuk melaksanakan secara
prudent, transparan, akuntabel, efektif dan eisien sesuai dengan prinsip-prinsip good
governance, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

tentang penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP
dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025 untuk mencapai visi dan
misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan
kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan

masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP . Selain untuk
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memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP /2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelauatan dan Perikanan, BPPMHKP
mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil
perikanan, serta keamanan hayati ikan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPPMHKP
menyelenggarakan fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program
pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; b)
pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan
perikanan; c) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; d).
pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan
dan Perikanan; dan e). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsi BPPMHKP, Kepala Badan dibantu oleh 3 (tiga) Unit
Eselon II, yaitu: 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan; 2). Pusat Manajemen Mutu; 3). Pusat Mutu Produksi Primer;
dan 4). Pusat Mutu Pascapanen serta 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT KIPM), terdiri
dari: 2 (dua) Balai Besar, 12 (dua belas) Balai, 32 (tiga puluh dua) Stasiun, dan 1 (satu)
Balai Uji Standar. UPT KIPM tersebut memiliki 267 (dua ratus enam puluh tujuh)
Wilayah Kerja termasuk 41 wilayah kerja di Pos Lintas Batas Negara dan di sentra
kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) dengan Komposisi SDM Aparatur yang berasal
dariJabatan Struktural dan kelompok Jabatan Fungsional yaitu Inspektur bidang Mutu
Hasil Perikanan, Perencana, Pranata Komputer, Pranata Humas, Arsiparis, Statistisi

dan jabatan fungsional umum lainnya.

BPPMHKP
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Jumlah SDM aparatur yang mendukung BPPMHKP saat ini berjumlah 892 orang

pegawai, dengan komposisi pegawai 15% di Pusat dan 85% di UPT KIPM. Distribusi
pegawai yang berimbang ini diperlukan dalam membentuk workforce yang efektif dan
efisien. Selain itu, BPPMHKP juga mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan,
golongan, pendidikan dan kompetensi. Komposisi yang berimbang merupakan
dukungan dalam pencapaian sasaran kinerja BPPMHKP dalam perspektif learning

and growth.
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1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah
dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek
dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat
keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan
berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan

memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja BPPMHKP Tahun 2025 ditunjukkan pada
Gambar 1.3 dan Tabel 1.1 di bawah ini.

PETA STRATEGI BPPMHKP
TAHUN 2025

Sistem Jaminan Mutu

Hasil Kelautan dan
Perikanan yang
berdaya saing

STAKEHOLDER
PERSPECTIVE

Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel
di lingkungan BPPMHKP
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Gambar 1.3 Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025
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Tabel 1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Tahun 2025

SASARAN TARGET
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM 2025 TW. II
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan 70 70
Sektor Produksi Primer yang Memenuhi
Standar Mutu dan Keamanan Pangan (%)
Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan 70 70
Sistem Sektor Produksi Pasca Panen yang
Jaminan Mut Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan
Ha i ; | : u Pangan (%)
d aSIP e.kau an Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di 41 Tahunan
an t?n danan Negara Tujuan Ekspor (Negara)
yahg erdaya Persentase Pengawasan Mutu Hasil 70 70
saing Perikanan di Wilayah RI (%)
Persentase Implementasi Metode 70 70
Terstandar Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang
Ditetapkan (%)
Tata kelola Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi 86 Tahunan
pemerintahan lingkup BPPMHKP (nilai)
yang
efektif dan
akuntabel di
lingkungan
BPPMHKP

LAPORAN KINERJA
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BAB 2 AKUNTABILITAS

Akuntabilitas kinerja organisasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh
satuan kerja di lingkungan BPPMHKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja
seluruh level lingkup BKIPM, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara
berkala setiap triwulan, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja

(SAPK) berbasis web dengan alamat www.kinerjaku.kkp.go.id.

Untuk mengukur keberhasilan visi dan misi dalam menyelenggarakan perkarantinaan
ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati
ikan sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2025-2029, telah ditetapkan total ukur
berserta target kinerja per tahun yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK).
berdasarkan target yang telah ditetapkan, kemudian disusun rencana aksi pencapaian
kinerja secara berjenjang dan dilakukan pengukuran secara berkala sebagai bagian
dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan. Potret kinerja BPPMHKP pada
Triwulan II 2025 sudah cukup baik, hal ini tercermin dari capaian 2 sasaran strategis
dengan 4 indikator kinerja utama (IKU) yang mencapai target, bahkan 3 diantaranya
memiliki nilai Pencapaian Sasaran Strategis melebihi target (120%). Nilai Pencapaian
Sasaran Strategis (NPSS) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara

keseluruhan.

NPSS pada Triwulan II Tahun 2025 ini capaiannya lebih tinggi jika dibandingkan
dengan NPSS Triwulan I Tahun 2024 yang besarnya 107,57%. Hal ini ditunjukkan
dari capaian 4 indikator pada Tahun 2025, walaupun seluruhnya telah mencapai
target triwulanan yang ditargetkan. masih adanya beberapa indikator kinerja baru
yang pengukuran pencapaiannya masih dalam tahap formulasi perhitungan dan
diukur secara tahunan. Namun secara umum indikator kinerja lainnya menunjukkan

pencapaian yang semakin baik pada masing-masing sasaran strategis.
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Capaian kinerja BPPMHKP pada Triwulan II Tahun 2025 seperti pada gambar

Dashboard berikut ini.
R
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Gambar 2.1 Dashboard NPSS BKIPM Triwulan | Tahun 2025

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis
BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Capaian Kinerja BP2MHKP Triwulan Il Tahun 2025

TRIWULAN I
SEEEEA INDIKATOR KINERJA PROGRAM .
Target Realisasi %
1 | Persentase Hasil Kelautan dan 70 75,38 107,69

Perikanan Sektor Produksi Primer yang
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan
Pangan (%)

2 | Persentase Hasil Kelautan dan 70 97,44 120
Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen
Sistem Jaminan yang Memenuhi Standar Mutu dan

Mutu Keamanan Pangan (%)
Hasil Kelautan

dan Perikanan

yang berdaya
saing 4 | Persentase Pengawasan Mutu Hasil 70 100 120

Perikanan di Wilayah RI (%)

3 | Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Tahunan Tahunan -
Negara Tujuan Ekspor (Negara)

5 | Persentase Implementasi Metode 70 89,70 120
Terstandar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan yang Ditetapkan (%)

BPPMHKP
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TRIWULAN |

SASARAN
PROGRAM INDIKATOR KINERJA PROGRAM - .
Target Realisasi %

Tata kelola 6 | Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Tahunan | Tahunan -
pemerintahan lingkup BPPMHKP (nilai)
yang efektif
dan akuntabel
di lingkungan
BPPMHKP

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis secara lebih detil menurut
indikator kinerjanya serta dibandingkan dengan target dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam Renstra BPPMHKP sesuai Permen PAN 53 Tahun
2014 dijelaskan sebagai berikut

Sasaran Program 1.
Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

Nilai sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang
berdaya saing pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar 116,92%. Keberhasilan
pencapaian sasaran program Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
diperoleh dari pencapaian indikator Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor
Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan, Persentase
Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar
Mutu dan Keamanan Pangan, Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan
Ekspor, Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI dan Persentase
Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan yang Ditetapkan.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IK1. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar

Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume
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atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan

budidaya meliputi Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB),Cara Pembenihan Ikan yang
Baik (CPIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat
Ikan yang Baik (CPOIB), dan sektor produksi primer perikanan tangkap meliputi
Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal (CPIB kapal) yang telah sesuai dengan
standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan
dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai
dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu

dan aman bagi kesehatan manusia.

Indikator Kinerja Program Persentase Hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dari bobot
indeks berdasarkan persentase capaian dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan, yaitu
persentase penerapan sertifikasi sektor produksi perikanan primer yang merujuk
kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya
hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil
laut lainnya antara lain CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB kapal. Capaian dari

masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

A. CBIB adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta
memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan
jaminan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan,
obatikan dan bahan kimia serta bahan biologis. CBIB merupakan salah satu bagian
penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
(SJMKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin
mutu dan keamanan pangan hasil pembudidayaan ikan. CBIB berpedoman
pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP. Unit usaha
pembesaran ikan yang telah menerapkan Cara Budi Daya Ikan Yang Baik terdiri
dari unit usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi CBIB

melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan indikator kegiatan persentase unit usaha pembesaran ikan yang

menerapkan CBIB dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari
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jumlah rata-rata kegitan verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka

penerapan CBIB dan sertifikasi CBIB yang diterbitkan berdasarkan rumus:

% CBIB Tw.ll = A ; B x100 = 66,41 ; 87,35 x100=76,88

Keterangan :
A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB, yang

dihitung dengan rumus :

Al 87

ATw.ll= A2 x 100 ATw.ll= 131 x 100 = 66,41

A1l = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 =Total permohonan

B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

Bl 76

BTw. Il = —B2 x 100 B Tw. Il = —87 x 100 = 87,35
B1 =Jumlah sertifikat CBIB yang diterbitkan
B2 =Jumlah inspeksi yang dilakukan
Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :
% CBIB Tw.l = A ; B 100 - 2613 "'2103’57 x100 = 64,85
Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :
C+D
%CBIBs.dTwll —5—x100 = 648577688 - 7987

Keterangan :
C = Capaian CBIB Tw. I
D = Capaian CBIB Tw. II
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Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 70,87% dari target 70% atau sebesar 101,24%.

berdasarkan berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang yang diverifikasi dan memenuhi
persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 29 permohonan yang masuk
melalui OSS;

Jumlah Inspeksi CBIB Triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 28 kali. Inspeksi
terlaksanapada UPT Denpasar, Makassar, Ambon, Balikpapan, Mataram, Semarang,
Surabaya I, Surabaya 11, Bandung, Pangkal Pinang, Merak, Jambi, Palangkaraya dan

Pekanbaru;

Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan
29 sertifikat CBIB yang terdiri dari 28 sertifikat perdasarkan permohonan yang
masuk ditahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk
ditahun 2024;

Terdapat 1 permohonan yang telah memenuhi persyaratan yang belum
dilaksanakan inspeksi dikarenakan ketidaksiapan unit usaha pembudidayaan

ikan.

Triwulan 11

Jumlah permohonan sertifikasi CBIB triwulan ke Il tahun 2025 sebanyak 131

permohonan

Jumlah permohonan sertifikasi CBIB yang yang diverifikasi dan memenuhi

persyaratan hingga terbit surat perintah sebanyak 87 permohonan;

Jumlah Inspeksi CBIB triwulan ke II tahun 2025 terlaksana sebanyak 87 kali.
Inspeksi terlaksana pada UPT Jakarta [, Pekanbaru, Bengkulu, Balikpapan,
Makassar, Surabaya 1. Surabaya II, Tarakan, Jakarta II, Luwuk Banggai, Merauke,

Batam, Cirebon, Palangkaraya dan Yogyakarta;

Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan
76 sertifikat CBIB yang terdiri dari 73 pengajuan melaui OSS dan 3 pengajuan

manual;
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Dari 87 permohonan yang sesuai terdapat 11 permohonan yang masih dalam
proses inspeksi. Rincian detail permohonan dan sertifikasi CBIB Triwulan [ dan II

Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 2 dan 3.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

UPT BPPMHKP Surabaya [ melakukan inspeksi Cara Budidaya lkan Yang Baik
(CBIB) tambak pembesaran crustacea air payau di kabupaten Situbondo dengan
komoditi Udang Vaname pada tanggal 10 Januari 2025. Beberapa Aspek yang
menjadi penilaian adalah lokasi, desain dan tata letak, peralatan, wadah, benih,
pakan, obatIkan dan bahan kimia dan bahan biologi, kebersihan lokasi dan fasilitas,
pengelolaan kesehatan udang, air pemeliharaan, pengelolaan limbah, pengelolaan

lingkungan, panen dan pascapanen, pekerja, personel, pendokumentasian

UPT BPPMHKP Semarang melakukan Inspeksi CBIB di Kabupaten Pemalang
dan Tegal pada tanggal 18 Februari 2025 di 2 lokasi antara lain : - Unit Budidaya
Wahmad, dengan komoditas Kepiting Soka berlokasi di Desa Mojo, Kec. Ulujami,
Kab. Pemalang - Unit Budidaya Abdul Jahid, dengan komoditas Udang Vannamei
berlokasi di Desa Kedungkelor, Kec. Warureja, Kab. Tegal

LAPORAN KINERJA
TRIWULAN Il




BPPMHKP Jakarta [ melakukan Kegiatan Harmonisasi Pembinaan, Sertifikasi

dan Pengawasan Sertfikat CPIB, CBIB yang melibatkan para pemangku
kepentingan di Provinsi Banten pada tanggal 26 Mei 2025. Kegiatan ini
bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar
instansi terkait dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sertifikat
CPIB dan CBIB, serta memastikan penerapan standar mutu di lapangan
berjalan sesuai ketentuan. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan
daring ini dihadiri oleh: Kepala Badan Mutu KKP yang sekaligus membuka
kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, Kepala Pusat Mutu
Produksi Primer, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota se-Provinsi

Banten, Perwakilan pelaku usaha dan UPT Badan Mutu KKP

BPPMHKP Surabaya I melaksanakan inspeksi penerapan Cara Budidaya
Ikan yang Baik (CBIB) di unit budidaya Lele Jumbo di Kedungaron, Gajah
Bendo, Beji — Pasuruan pada tanggal 28 Juni 2025 disertai koordinasi dengan
Dinas Perikanan Kab. Pasuruan untuk memastikan seluruh proses budidaya

memenuhi standar mutu—dari kualitas air, pakan, hingga penanganan

pascapanen.

B. CPIB adalah cara mengembang biakkan ikan dengan cara melakukan manajemen

induk, pemijahan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva/benih dalam

lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi kriteria

dan persyaratan teknis, manajemen, keamanan pangan, dan lingkungan. CPIB

merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP) di bidang perikanan budidaya, yang
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dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembenihan

ikan. CPIB berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha
dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.
Unit usaha pembenihan ikan yang telah menerapkan Cara Pembenihan Ikan Yang
Baik terdiri dari unit usaha pembenihan yang melakukan permohonan untuk

dilakukan sertifikasi CPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Pelaksanaan indikator kegiatan persentase unit usaha pembesaran ikan yang
menerapkan CPIB dimulai sejak 10 Oktober 2024. Capaian indikator dihitung dari
persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB
sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase
Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan

berdasarkan rumus :

% CPIB Tw.ll = A ; B x 100 = 40 "'26’66 x100 =53,33

Keterangan :
A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB, yang

dihitung dengan rumus :

_ Al _ 18 -
Alw. Il = A2 x 100 ATw. Il = —45 x100 = 40
A1l = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah
A2 =Total permohonan

B = Sertifikasi CPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

BTw.ll= —BL— 4100 BTw.ll= —2— x100 = 66,66

B2 18
B1 =Jumlah sertifikat CPIB yang diterbitkan
B2 =]Jumlah inspeksi yang dilakukan
Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :
%CPIBTwl= 2 ; B x100 - 72!972*‘ 100, 100=286,49
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Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

% CPIBs.dTwll=—50- x100 = 53.33 28649 = 69,91
Keterangan :

C = Capaian CPIB Tw. I
D = Capaian CPIB Tw. Il

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 69,91% dari target 70% atau sebesar 99,87%.

berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

Jumlah permohonan sertifikasi CPIB sebanyak 37 permohonan;

Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan
hingga terbit surat perintah sebanyak 27 permohonan yang terdiri dari 18
permohonan melalui OSS dan 9 permohonan melalui email pusatppmp.primer@
kkp.go.id;

Jumlah inspeksi CPIB pada triwulan I tahun 2025 terlaksana sebanyak 27 kali.
Inspeksi terlaksana pada UPT Jambi, Balikpapan, Mamuju, Medan I, Jakarta I,

Bandung dan Banjarmasin;

Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan
27 sertifikat CPIB yang terdiri atas 26 sertifikat berdasarkan permohonan yang
masuk di tahun 2025 dan 1 sertifikat berdasarkan permohonan yang masuk di
tahun 2024;

Terdapat 1 permohonan yang memenuhi persyaratan yang belum dilaksanakan

inspeksi karena terkendala pada aplikasi SIAP MUTU.

Triwulan 11

Jumlah permohonan sertifikasi CPIB pada triwulan ke Il tahun 2025 sebanyak 45

permohonan;

Jumlah permohonan sertifikasi CPIB yang diverifikasi dan memenuhi persyaratan

hingga terbit surat perintah sebanyak 18 permohonan yang terdiri dari 10

BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



permohonan melalui OSS dan 8 permohonan melalui email pusatppmp.primer@
kkp.go.id;

Jumlah inspeksi CPIB pada triwulan ke II tahun 2025 telah terlaksana sebanyak
12 kali dan dalm proses inspeksi sebanyak 6 unit usaha. Inspeksi terlaksana pada

UPT Yogyakarta, Ternate, Medan II, Pontianak, Surabaya Il dan Pangkalpinang;

Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 12
sertifikat CPIB;

Terdapat 10 permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha pada triwulan L
Permohonan tersebut terdiri dari 3 permohonan sesuai persyaratan kemudian
dilanjutkan inspeksi serta diterbitkan sertifikat dan 7 permohonan yang
dikembalikan untuk diperbaiki. Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPIB

Triwulan I Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 4 dan 5.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

sertifikasi CPIB kepada UPTD SPAPAL (Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut)
Provinsi Kalimantan Timur yang berlokasi di daerah Manggar Kota Balikpapan

oleh BPPMHKP Balikpapan pada hari Jum’at tanggal 17 Januari 2025.

Sertifikasi Cara Pembenihan lkan yang Baik (CPIB) di Pembenihan Lele di
Kabupaten Karawang. Oleh Balai KIPM Jakarta Il pada tanggal 11 Februari 2025.

Kegiatan ini bertujuan sebagai langkah nyata dalam penjaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan pada sektor hulu Perikanan Budidaya

BPPMHKP Aceh melaksanakan Surveilen CPIB pada unit pembenihan udang
windu di Kabupaten Bireun pada tanggal 27 juni 2025. Surveilen ini adalah proses

verifikasi awal untuk penerbitan sertifikat CPIB sebagai standar penting dalam
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menghasilkan benih yang berkualitas,sehat dan bebas dari penyakit. Kegiatan

ini mencakup pemeriksaan sarana prasarana, alur pembenihan (kualitas induk,
ruang pemijahan, Benih, pakan baik pakan alami maupun pakan buatan) serta
memastikan konsistensi penerapan kecukupan, kesesuaian dan keefektifitas
terhadap persyaratan CPIB. Pelaksanaan surveilan lapangan mengacu kepada hasil
kesesuaian seperti Persyaratan Manajemen dalam hal ini kompetensi personel
sudah menunjukkan kesesuaian pada masing masing fungsi, tugas dan tanggung
jawabnya Persyaratan teknis (lokasi dan tata letak), Persyaratan Pengelolaan
Kesehatan dan Kesejahteraan lkan, Persyaratan Pengelolaan Lingkungan, unit
pembenihan sudah melakukan sanitasi lingkungan dan pengolahan limbah
dengan baik dan Persyaratan Dokumentasi (prosedur dan rekaman sudah absah

dan mutakhir).

Melalui kegiatan ini Badan mutu terus memotivasi agar pelaku usaha perikanan
dapat memenuhi standar mutu yang diakui nasional maupun internasional.
Dengan penerapan CPIB ini juga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan
kualitas produk,menjaga kesehatan lingkungan dan meningkatkan daya saing di

pasar

CPPIB adalah serangkaian proses pembuatan Pakan Ikan yang meliputi kegiatan
pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan, dan distribusi
Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang
dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan. CPPIB merupakan salah
satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan (SJMKHP) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan
untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB
berpedoman pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan

produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

Unit produsen pakan yang telah menerapkan Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang
Baik terdiri dari unit usaha produsen pakan yang melakukan permohonan untuk

dilakukan sertifikasi CPPIB melalui aplikasi OSS maupun secara manual.

Persyaratan Permohonan Melalui OSS (Pelaku Usaha), yaitu :
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1. Penerbitan Sertifikat Baru

NIB;

Izin Usaha Industri atau tanda Daftar Industri;

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Gambar Tata Letak Ruangan;

Formulir Data Umum Produsen Pakan lkan Yang Telah Diisi; (dalam

dokumen ini diisi sebagai berikut)

i.  Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru

ii. Data Umum Produsen Pakan

iii. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan lkan Paling
Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB

iv. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik

2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan

NIB;

Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Gambar Tata Letak;

Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi; (dalam
dokumen ini diisi sebagai berikut)

i. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;

ii. Data Umum Produsen Pakan;

iii. Sertifikat CPPIB Lama;

iv. Surat Keterangan Hasil Surveilan Terakhir

Persyaratan Permohonan Manual (Pemerintah)

1. Penerbitan Sertifikat Baru

Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Baru;

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

Gambar Tata Letak Ruangan;

Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;

i. Surat Pernyataan Telah Melakukan Produksi Pakan Ikan Paling
Singkat (tiga) Bulan dengan Menerapkan Prinsip CPPIB;
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ii. Manual Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik.

iii. Surat Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan
2. Penerbitan Sertifikat Perpanjangan

e Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Perpanjangan;

e Struktur Organisasi dan Uraian Tugas;

e Gambar Tata Letak;

e Formulir Data Umum Produsen Pakan Ikan Yang Telah Diisi;
i. Sertifikat CPPIB Lama;
ii. Surat Keterangan Hasil Surveilan Terakhir;

iii. Keterangan Unit Pembuatan Pakan Ikan.

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Usaha Produksi Pakan Ikan yang
menerapkan CPPIB dimulai sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi
CPPIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian
indikator dihitung dari persentase Verifikasi permohonan yang dilakukan
dalam rangka penerapan CPPIB sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total
permohonan serta persentase Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan terhadap

Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan rumus:

%CPPIBTwll= 25 x100 = 58554100 100 =777

Keterangan :
A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB, yang
dihitung dengan rumus :

Al 5

AlTw. Il = VIR x 100 ATw. Il = 9 x100 = 55,55

A1l = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 =Total permohonan

B = Sertifikasi CPPIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

_ B1 _ 5 _
BTw.ll= —p>— x100  BTw.ll= —c— x100 =100
BPPMHKP
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B1 =Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan

B2 =Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

%CPPIBTwI= Syo-x100 = 33334100 y100=66,67
Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :
% CPPIBs.dTwll= S50 x100 = S66737L78 = 7227

Keterangan :
C = Capaian CPPIB Tw. I
D = Capaian CPPIB Tw. Il

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 72,22% dari target 75% atau sebesar 96,30%.

berdasarkan data sebagai berikut :

Triwulan I

Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai
dengan 31 Maret 2025 terdapat 6 permohonan

Dari 6 permohonan tersebut telah di terbitkan 3 sertifikat CPPIB yang terdiri
atas 1 usaha produksi pakan ikan milik pemerintah yang berlokasi di Provinsi
Jawa Barat,1 unit usaha produksi pakan ikan mandiri yang berlokasi di Provinsi
Bengkulu, dan 1 unit usaha produksi pakan ikan industri yang berlokasi di Provinsi

Lampung;

Triwulan I1

Jumlah permohonan TW II tahun 2025 sebanyak 9 permohonan;

Jumlah permohonan TW II tahun 2025 yang diverifikasi, memenuhi persyaratan,
terbit surat perintah sebanyak 5 permohonan;

Jumlah Inspeksi pada TW II tahun 2025 terlaksana sebanyak 5 Inspeksi;
Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 5

sertifikat CPPIB.
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o Sertifikat CPPIB yang terbit terdiri dari:
1.
2.
3.
4.
5.

¢ Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link
berikut https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB; Rincian detail
permohonan dan sertifikasi CPPIB Triwulan [ dan Tw.Il Tahun 2025 disajikan

Jawa Barat (UPT Jakarta II): 1 sertifikat
Bengkulu (UPT Bengkulu): 1 sertifikat
Banten (UPT Merak): 1 sertifikat

Jambi (UPT Jambi): 1 sertifkat

Sumatera Utara (UPT Medan I): 1 sertifikat

pada Lampiran 6 dan 7.
Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

e Supervisi Pelaksanaan Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan lkan yang Baik
(CPPIB) unit usaha pakan ikan di Balai BPPMHKP Surabaya [ pada tanggal 24-
26 Februari 2025

¢ Inspeksi CPPIB di Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur dengan ruang lingkup
pakan ikan nila dan pakan ikan lele oleh BPPMHKP Bengkulu Bersama
penyuluh perikanan wilayah kerja Kabupaten Kaur pada tanggal 4 Maret
2025. Melalui sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB), KKP
mengajak produsen pakan untuk turut mendukung ekonomi biru, khususnya
pengembangan perikanan budi daya berkelanjutan. pentingnya pakan ikan

bermutu agar produk perikanan yang dihasilkan juga bermutu dan berkualitas.

Badan Mutu KKP selaku Otoritas Kompeten melakukan Quality Assurance (QA)

dalam rangka menjamin ikan sebagai bahan pangan dan ikan sebagai sumber
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perekonomian, sehingga distribusinya juga harus tersertifikasi dengan baik.

“Karena memang tidak sembarangan untuk proses pembuatan pakan, bahan
baku dan proses produksinya harus betul-betul diperhatikan agar tidak ada

kontaminan yang ujungnya berdampak ke komoditas perikanan.
] |

£\

BPPMHKP Bengkulu bersama Penyuluh Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara
melaksanakan Kegiatan Sertifkasi CPPIB Pakan di POKDAKAN Mina Jaya

Sadayana, yang terletak di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu-
Indonesia pada tanggal 30 Mei.

CPOIB merupakan proses produksi yang meliputi kegiatan mengolah bahan baku,

Produk Antara, dan/atau Produk Ruahan (bulk) dan pengawasan mutu guna
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menghasilkan Obat Ikan yang aman, bermutu, dan berkhasiat. CPOIB berpedoman

pada Permen KP 10/2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.

CPOIB merupakan salah satu bagian penting dalam pembuatan Obat Ikan untuk
menjamin ketersediaan Obat lkan dalam negeri yang dapat menjamin mutu,
keamanan, dan khasiat Obat Ikan. Bentuk sediaan obat ikan terdiri dari sediaan

biologik, farmasetik, premiks, probiotiks dan obat alami/herbal.

Produsen obat ikan yang menerapkan Cara Pembuatan Obat Ikan Yang Baik terdiri
dari produsen obat ikan yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi

CPOIB melalui aplikasi 0SS maupun secara manual dengan syarat sebagai berikut

¢ Memiliki Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 21013
¢ Gambar Tata Letak (Layout) Ruangan

e Telah Berproduksi Minimal 3 Bulan

¢ Formulir Data Persyaratan CPOIB yang Telah Diisi

i.  Surat Pernyataan Memiliki Penanggung Jawab Teknis Obat:

ii. Dokter Hewan/Apoteker (Sediaan : Biologik, Farmasetik, Premiks dan
Obat Alami;

iii. Dokter Hewan/ Apoteker/ Sarjana Perikanan/ Sarjana Biologi
(Sediaan:Probiotik)

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Usaha Produksi Obat Ikan yang
menerapkan Cara Pembuatan Obat [kan yang Baik (CPOIB) dimulai sejak peralihan
tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung mulai
tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase Verifikasi
permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB sampai terbitnya
Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase Jumlah sertifikat

CPOIB yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang dilakukan berdasarkan

rumus:
%CPOBTwil= 25 x100 = 77784100 100 =889
BPPMHKP
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Keterangan :

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPOIB, yang

dihitung dengan rumus :

- A1 =7 =
ATw.ll= —;5— x100  ATw.ll= —g— x100 = 77,78

A1l = Verifikasi permohonan sampai terbitnya Surat Perintah

A2 =Total permohonan
B = Sertifikasi CPOIB yang diterbitkan yang dihitung dengan rumus :

_ _B1 _ 3 -
B Tw. Il = —B2 x 100 B Tw. Il = 3 x100 = 100

B1 =Jumlah sertifikat CPOIB yang diterbitkan
B2 =]Jumlah inspeksi yang dilakukan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

%CPOBTwI= L7 x100 - 62504100  ,100-51,25

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

% CPOIB s.d Tw.Il = c;n x100 = %25—;88& = 8507

Keterangan :
C = Capaian CPOIB Tw. I
D = Capaian CPOIB Tw. Il

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 85,02% dari target 75% atau sebesar 113,43%.

berdasarkan data sebagai berikut:

Triwulan I

Pelaksanaan sertifikasi dimulai terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai

dengan 31 desember 2025 terdapat 8 (delapan) permohonan
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Dari permohonan tersebut telah di terbitkan 5 (lima) sertifikat CPOIB yang

mencangkup 5 sediaan obat ikan yang di produksi oleh 4 unit usaha produksi obat
ikan yang berlokasi di Provinsi Jawa Barat (1 Unit), Sumatera Utara (1 Unit), dan

Jawa Timur (2 Unit);

Triwulan 11

Jumlah permohonan TW II tahun 2025 sebanyak 9 permohonan;

Jumlah permohonan TW II tahun 2025 yang diverifikasi, memenuhi persyaratan,
terbit surat perintah sebanyak 7 permohonan;

Jumlah Inspeksi pada TW II tahun 2025 terlaksana sebanyak 3 Inspeksi;
Berdasarkan hasil inspeksi dan rekomendasi tim teknis UPT, maka diterbitkan 3
sertifikat CPPIB.

Sertifikat CPOIB yang terbit terdiri dari:

1. Banten (UPT Merak): 2 Sertifikat

2. Jawa Timur (UPT Surabaya I): 1 Sertifikat

Data lengkap unit usaha yang telah diterbitkan sertifikat diatas sebagaimana link
berikut https://bit.ly/SertifikatTerbitCPPIB-CPOIB-danCDOIB

Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPOIB Triwulan I Tahun 2025 disajikan

pada Lampiran 8 dan 9.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara lain :

e penyusunan substansi masukan BPPMHKP terhadap draft rancangan

perubahan Permen KP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan pada tanggal
22 Januari 2025
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¢ Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
di PT Indosco Dwijayasakti Kab. Sidoarjo dan CV Sejahtera Usaha Berjaya Kab.

Gresik Pada Tanggal 11-14 Maret 2025
'

+ Marki Cam

+ Wakt o0
+ Tanggal: 12-03-2026 Rabu
« Lokasl Gemurung

*Markl Cam

» Waliw 1R

= Marki Cam

¢ Pendampingan Inspeksi Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat
Ikan yang Baik (CPOIB) di PT. Belawandeli Chemical Industry di Medan pada
Tanggal 17-19 Maret 2025;
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e Pendampingan Inspeksi Sertifikasi Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
di Takesu Biomanufacturing and Laboratories Bandung pada tanggal 24-26
Februari 2025;

e« BPPMHKP Surabaya I Laksanakan Audit CPOIB di PT. Bec Premix Solutions
Indonesia. Audit dilaksanakan pada 2 Juni 2025, Audit ini bertujuan untuk
menilai kepatuhan terhadap standar CPOIB berdasarkan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No. 19 Tahun 2024. Fokus utama audit meliputi
Pemeriksaan penyimpanan bahan baku, Proses produksi dari hulu ke hilir,
Kelayakan fasilitas dan peralatan, Laboratorium pengujian mutu, Penyimpanan

produk jadi dan Sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan.
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E. CPIB Kapal merupakan proses penanganan ikan di setiap kapal penangkap ikan

dan/atau kapal pengangkut ikan dalam memenuhi persyaratan Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

CPIB Kapal merupakan salah satu bagian penting dalam persyaratan Sistem
Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan sejak pra produksi
sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan

yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Pelaku usaha yang telah menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik di Kapal
terdiri dari pelaku usaha yang melakukan permohonan untuk dilakukan sertifikasi

CPIB kapal melalui aplikasi 0SS maupun secara manual

Pelaksanaan indikator kegiatan Presentase Kapal lkan (CPIB Kapal) yang
Ditetapkan Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan dimulai sejak peralihan
tugas dan tanggungjawab sertifikasi CPOIB dari DJPB ke BPPMHKP terhitung
mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini dihitung dari persentase
Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPIB Kapal
sampai terbitnya Surat Perintah terhadap total permohonan serta persentase
Jumlah sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan terhadap Jumlah inspeksi yang

dilakukan, berdasarkan rumus:

A 456 —
% CPIB Kapal =—g- x 100 = 270 X 100 = 59,21
Keterangan :
A = Jumlah Seluruh Sertifikat CPIB Kapal yang terbit
B = Jumlah Seluruh Permohonan Sertifikasi CPIB Kapal yang memenubhi
Persyaratan

% CPIB Kapal = ((69+35)/69) x 100 = 150,72%

Realisasi indikator kegiatan ini yaitu 150,72% dari target 70% atau sebesar 120%.

berdasarkan data sebagai berikut:
Triwulan I

¢ Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan
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memenuhi persyaratan pada TW I - 2025 yaitu 69 kapal yang berpangkalan di

9 UPT yaitu Denpasar, Surabaya II, Yogyakarta, Jakarta II, Pontianak, Ambon,
Manado, Medan II, Medan I.

Berdasarkan hasil evaluasi teknis dan rekomendasi, maka diterbitkan 69
sertifikat CPIB Kapal.

Terdapat 35 laporan hasil inspeksi bulan Desember 2024 yang diproses pada
bulan Januari 2025 yang berasal dari UPT BPPMHKP Denpasar, Surabaya II

dan Ambon.

Total sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan pada TW I - 2025 yaitu 104.

Triwulan 11

Jumlah kapal yang mengajukan permohonan sertifikasi CPIB kapal dan
memenuhi persyaratan pada TW II - 2025 yaitu 387 kapal yang berpangkalan
di 24 UPT yaitu Aceh, Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo, Jakarta II,
Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar, Manado,
Mataram, Medan II, Merauke, Padang, Palu, Sorong, Surabaya I, Surabaya I],

Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta.

Berdasarkan permohonan tersebut, telah dilaksanakan kegiatan inspeksi
terhadap 277 kapal yang berpangkalan di 21 UPT yaitu Aceh, Ambon,
Banjarmasin, Denpasar, Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung,
Luwuk Banggai, Makassar, Manado, Mataram, Merauke, Padang, Sorong,
Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta. Adapun 100 kapal
lainnya yang telah memenuhi persyaratan belum dapat dilakukan inspeksi
karena kapal masih melakukan kegiatan penangkapan/pengangkutan ikan
(masih berlayar). Terdapat 10 kapal yang batal diinspeksi karena faktor alam
(kapal karam) serta perubahan pelabuhan pendaratan yaitu di Mataram (1

kapal) dan Surabaya II (9 kapal).

Berdasarkan laporan hasil inspeksi yang disampaikan ke Pusat Mutu Produksi
Primer, maka tim teknis telah menyelesaikan evaluasi teknis terhadap 166

kapal dan telah diterbitkan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut.
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Pada Semester I - 2025, total jumlah kapal yang melakukan permohonan yaitu

456 kapal di 26 UPT yaitu Aceh, Ambon, Banjarmasin, Denpasar, Gorontalo,
Jakarta II, Jayapura, Kendari, Kupang, Lampung, Luwuk Banggai, Makassar,
Manado, Mataram, Medan I, Medan II, Merauke, Padang, Palu, Pontianak,
Sorong, Surabaya I, Surabaya II, Tarakan, Tahuna dan Yogyakarta dan telah
diterbitkan sertifikat CPIB sejumlah 270 Sertifikat CPIB.

Terdapat 111 kapal yang masih dalam proses evaluasi terhadap hasil inspeksi
dan sertifikat CPIB untuk kapal tersebut akan diterbitkan pada B07- 2025.
Rincian detail permohonan dan sertifikasi CPIB Kapal Triwulan [ dan Triwulan
Il Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 10.

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator ini antara

lain :

Penyusunan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Persyaratan
dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik sebagai
tindaklanjut dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93
Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan
Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.
Telah dilaksanakan 7 kali rapat pada tanggal 21 Januari, 23 Januari, 12
Februari, 13 Februari, 27 Februari, 5 Maret dan 11 Maret 2025. Pembahasan
telah dilakukan sampai dengan Bab III tentang Sertifikasi, pasal 16.

Rapat Koordinasi Lingkup Pusat Mutu Produksi Primer pada tanggal 19
Februari 2025. Dilaksanakan secara daring dan dihadiri oleh seluruh UPT
BPPMHKP. Dalam rakor tersebut disampaikan mengenai Tindak Lanjut Plan
of Action atas hasil audit DG Sante tahun 2020. Berdasarkan hasil pertemuan
antara Badan Mutu, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan DG
- SANTE pada 24 September 2024, terdapat 1.125 kapal perikanan yang
mensuplai bahan baku ke UPI Approval Number UE yang belum disertifikasi
CPIB. Untuk menindaklanjuti rekomendasi DG SANTE UE tersebut, Badan
Mutu telah mulai melakukan sertifikasi terhadap kapal perikanan. Sejak
Oktober 2024 hingga Maret 2025, sebanyak 192 kapal perikanan telah
disertifikasi. Selain itu, Badan Mutu juga telah menyampaikan Nota Dinas

kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengenai Data Kapal Pemasok
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Bahan Baku ke Unit Pengolahan Ikan (UPI) untuk menjadi bahan pembinaan

DJPT dalam penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB)

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Cara Penanganan
Ikan yang Baik dilaksanakan dalam rangka menilai kesesuaian proses
sertifikasi CPIB yang telah dilaksanakan oleh UPT BPPMHKP terhadap
persyaratan teknis/standar pelayanan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal
17 - 19 Maret 2025 di UPT Makassar, Gorontalo dan Yogyakarta

BPPMHKP Surabaya I melaksanakan tugas Inspeksi CPIB Kapal di Pelabuhan
Perikanan Mayangan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan
berdasarkan surat permohonan penerbitan Sertifikasi CPIB Kapal PT. Jala
Karya Sukses Abadi (KM Weison Jaya Pratama) . Dalam kegiatan ini BPPMHKP
Surabaya I bekerja sama dengan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)
Mayanagan dan Agen kapal. Tujuan dari kegiatan inspeksi CPIB Kapal
untuk memastikan bahwa standar CPIB diaplikasikan secara menyeluruh
pada proses penanganan ikan di atas kapal diantaranya mulai pada saat
pembongkaran ikan, fasilitas serta prosedur penanganan dan penyimpanan
ikan diatas kapal ikan. Kegiatan ini salah satu komitmen BPPMHKP dalam
memastikan kualitas dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan CPIB
Kapal, guna mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan dan memenuhi

persyaratan perizinan berbasis risiko

UPT BPPMHKP Surabaya I berkolaborasi dengan tim CPIB kapal BPPMHKP
Surabaya Il melaksanakan proses sertifikasi CPIB kapal di TPI ujung pangkabh,
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kab. Gresik. Penilaian 10 dari 40 kapal yg di ajukan dengan karakteristik kapal

rata rata di bawah 1 GT dengan hasil tangkapan dominan adalah rajungan
dan kepiting serta sejumlah kecil ikan. Dalam kegiatan ini tim juga melakukan
edukasi terhadap proses inspeksi CPIB kapal yang meliputi persiapan proses
inspeksi, hal-hal yang menyangkut dalam inspeksi seperti proses bongkar,
penyimpanan, sarana dan prasarana, dan bagaimana melakukan handling
hasil tangkapan ikan yang baik dalam kondisi segar atau hidup. Selain itu
memberikan pemahaman terkait penjaminan mutu dan penurunan mutu
terkait handling yang tidak baik di atas kapal. jenis alat tangkap nya adalah

jaring (gill net) mesh size 2.5 cm serta bubu. hasil tangkapan bervariasi antara

2 s/d 10 kg per hari dengan waktu penangkapan sekitar 6 jam (one day trip)
di WPP 712 spesifik selat madura

e Balai KIPM Jakarta II telah melakukan kegiatan sertifikasi Cara Penanganan
Ikan yang Baik (CPIB) di Kapal di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam
Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara pada tanggal 17 Februari 2025. Inspeksi
dilakukan oleh Tim Inspektur Mutu Balai KIPM Jakarta II dengan objek
penilaian mencakup proses pembongkaran ikan, standar fasilitas penanganan
dan penyimpanan di kapal perikanan, serta penerapan standar HACCP.
Sertifikat CPIB Kapal yang diterbitkan merupakan bentuk komitmen dalam
menjamin mutu dan keamanan hasil perikanan pada sektor hulu perikanan

tangkap
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BPPMHKP Yogyakarta melakukan Pendampingan Perwakilan Buyer dan
tenaga ahli yang berasal dari Inggris sekaligus pelaksanaan inspeksi CPIB
Kapal oleh Inspektur Mutu pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025. Kegiatan
ini bertujuan untuk memastikan penerapan CPIB kapal penangkap ikan,
khususnya untuk memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan yang

ditetapkan oleh buyer terutama di Uni Eropa;
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PPMHKP Bali kembali melakukan inspeksi sertifikasi CPIB Kapal pada Jumat,

30 Mei 2025. Inspeksi CPIB Kapal dilakukan pada dua kapal penangkap yang
melakukan pembongkaran ikan di Pelabuhan Benoa, Bali, yaitu KM Bahari
668 dan KM Bahari 669. Adapun kapal ini membawa tangkapan ikan dengan
mayoritas Ikan Tuna diikuti dengan lkan Meka dan lkan Gindara. Inspeksi
CPIB Kapal dilakukan dengan melihat proses pembongkaran, standar fasilitas

dan prosedur penanganan dan penyimpanan ikan di kapal. Hasil dari inspeksi

CPIB Kapal ini akan diteruskan ke Pusat Primer untuk dievaluasi sebelum

diterbitkan sertifikat CPIB Kapal.

BPPMHKP Aceh melakukan Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di Pelabuhan
Perikanan Samudera (PPS) Kutaradja Lampulo dalam rangka sertifikasi CPIB
diatas kapal. Pada tanggal 15 Juli 2025 Inspeksi dilakukan terhadap kapal
KM. Balia Baru. Tim Inspektur Mutu BPPMHKP Aceh melaksanakan inspeksi
terhadap kapal penangkap ikan yang berukuran 54 GT, dengan parameter
inspeksi adalah :

1. Pembongkaran ikan

2. Standar fasilitas Penanganan dan Penyimpanan ikan di Kapal

3. Standar Prosedur Penanganan dan Penyimpanan Ikan di Kapal
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BPPMHKP Babel berkolaborasi dengan PPN Sungailiat telah melaksanakan
Bimtek CPIB Kapal yang diikuti oleh Dinas Perikanan Kab/Kota, pelaku usaha
perikanan tangkap, dan kapal supplier ikan wilayah Bangka Belitung, Jambij,
dan Sumatera Selatan pada tanggal 27 Mei 2025. Kegiatan ini dibuka langsung
oleh Ari Prabowo, S.T, M.Si selaku Kepala Pusat Mutu Produksi Primer Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pelaku usaha perikanan tangkap
dan kapal untuk dapat memastikan mutu dan kualitas ikan tetap terjaga
selama proses penangkapan dan penyimpanan di atas kapal, sehingga dapat

meningkatkan nilai jual hasil tangkapan.

Dengan kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan
ikan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang cara
penanganan ikan yang baik, mulai dari proses penangkapan, penyimpanan,

hingga pengangkutan ikan di atas kapal
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Berdasarkan persentase capaian dari 5 (lima) indikator kinerja kegiatan tersebut

tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase Hasil kelautan
dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan
pangan pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar 90% dari target 70%. Sehingga
capaian pada Triwulan [ Tahun 2025 adalah sebesar 120% dari target.

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan
dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja
(OTK) KKP terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu
Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan revisi Renja KKP
sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 205 Tahun
2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam, Sasaran Program, Sasaran
Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait perkarantinaan ikan yang tidak
sesuai mandat pasca penetapan SOTK BPPMHKP. Oleh karena itu, capaian indikator

ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

Tabel 2.2 Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan | ITahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang

IK.1 .
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Realisasi Tw. II Renstra BKIPM
Tahun 2020 - 2024 felinb et 2025-2029
0,
Real/iosasi “ o
Target Target Realisasi hd Realisasi Capaian
2020 2021 2022 2023 2024 2055 Tw. 1l Tw.II S thd Target thd
2025 2025 g Target Target
Twe I 2025 Renstra
2025
70%  68%  97,14% 70% 97,14% 70 120

Keberhasilan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan
sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan tidak
lepas dari peran serta BPPMHKP dalam melakukan pengawasan, pengendalian sistem
manajemen mutu yang ada di unit produksi primer, baik itu di bidang perikanan

budidaya, maupun di di bidang perikanan tangkap.

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 516,178,168,- dari total
Pagu Rp. 860,360,000,- atau sebesar 59,99%. Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp.

5,750,000,000, namun kemudian mengalami blokir automatic adjustment sejumlah
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Rp. 4,889,640,000. Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara

lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang dilaksanakan secara virtual (remote
inspection) pada UPI agar tetap konsisten dan berkelanjutan dalam menerapkan
system jaminan mutu dan ikan pada setiap tahapan proses produksinya. Hal ini
dilakukan melalui zoom cloud meeting untuk mencegah potensi pemborosan dan

meningkatkan efsiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan inspeksi
Sertifikasi Penerapan SJMKHKP Produksi Primer antara lain CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB,
CDOIB dan CPIB kapal hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur mutu
dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai BPPMHKP
sebanyak 872 orang atau sebesar 46,10%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang
digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi https://www.pokandu.
my.id/home untuk sertifikasi CPOIB, https://cbib.kkp.go.id/ untuk Sertifikasi CBIB,
https://cpib.pasolusi.com/ untuk Sertifikasi CPIB. Aplikasi tersebut saat ini telah
digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh Indonesia.
Pelayanan dengan aplikasi selain mempermudah layanan juga akan merekam semua
kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi mutu untuk kegiatan

ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan monitoring dan surveilen.

IK2. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen
yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi
Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar
volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen
meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai
dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten
baik dalam bentuk sertifikat.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya

pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra
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produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan

yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan

Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan
setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai,
menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi

Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Indikator Kinerja Program Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi
pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan diukur dengan
menghitung bobot indeks dari persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja
kegiatan, yaitu persentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP) serta Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM
dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP. Capaian dari masing-masing

indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

A. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
yang diterbitkan pada UPI merupakan suatu sistem manajemen keamanan
makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang
bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat
memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan

aman bagi konsumen atau manusia.

Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase
in process inspection, yakni melakukan identifkasi suatu bahaya yang mungkin
akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka
melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan.

Kedua, Fase rekognisi berupa sertifkat penerapan HACCP.

Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh
UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor
hasil produksi perikanannya. Sertifkasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada
Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifkasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan
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yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya

keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang
bersifat biologi, kimia dan fsik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifkasi
suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang
dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan
terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk
memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola dengan efektif dan
untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian

pada produk akhir (end product testing).

Sertifkat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak
dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor
hasil produksi perikanannya. Sertifkasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara
penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifkat
Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu / Hazard Analysis And Critical
Control Point (HACCP).

Indikator Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
diukur dengan menghitung jumlah penerbitan Sertifkat PMMT/HACCP, baik
itu permohonan baru, penambahan ruang lingkup ataupun perpanjangan yang
diterbitkan sampai dengan tahun berjalan serta verifikasi melalui monitoring
dan surveilen terhadap UPI yang telah memiliki Sertifkat PMMT/HACCP untuk
menjamin komitmen dan efektivitas penerapan PMMT/HACCP dalam rangka
memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPL

Persentase realisasi indikator kegiatan ini yaitu 110,57% yang diperoleh dari
pencapaian 1.548 sertifikat yang berasal dari 482 UPI dari target 1.400 sertifikat.

Rincian detail per jenis sertifikasi Tahun 2025 disajikan pada Lampiran 11.

BPPMHKP
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Gambar 3.4. Platform Aplikasi Honest (HACCP Online System)

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,
terdapat peningkatan data yang signifkan terhadap ruang lingkup produk yang
disertiikasi HACCP, menunjukkan terjadinya pengembangan jumlah produk
yang diolah oleh UPI dan mengindikasikan selama Tahun 2025, terjadi proses
pengembangan produk hasil perikanan. UPI juga telah merespon kebutuhan pasar

untuk pengembangan jenis olahan dan kemasan eceran.
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B. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada

Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang
telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan

memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang
melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan
Ikan (UPI). Unit Pengolahan Ikan Unit UMKM dibedakan berdasarkan lokasi usaha,
manajemen keuangan, teknologi, sumberdaya manusia, dan akses perbankan. UPI

yang dimaksud antara lain :

¢ Unit penanganan dan pengolahan ikan;

e Unit penanganan ikan hidup;

e Unit penanganan rumput laut kering;

¢ Gudang beku;

¢ Gudang dingin;

¢ Gudang kering, dan/atau

e Miniplant

Sertifikat Kelayakan Pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap
jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah Pelaku usaha baik
perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat
Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi

secara Elektronik (Online Single Submission)/Sistem OSS dengan memenuhi

persyaratan umum sebagai berikut :

o Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan
pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama
5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala

mikro kecil).

e Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan lkan yang Baik dan Pemenuhan
Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/
atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP
Nomor 17 Tahun 2019);

BPPMHKP
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¢ Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah Unit

Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan
GMPSSOP dan diterbitkan SKP .

Pemeringkatan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ditetapkan berdasarkan tingkat
pemenuhan persyaratan SISJAMU, yaitu: Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Peringkat A, apabila mempunyai nilai baik sekali, Sertifikat Kelayakan Pengolahan
Peringkat B, apabila mempunyai nilai baik; Sertifikat Kelayakan Pengolahan

Peringkat C, apabila mempunyai nilai cukup.

Pelaksanaan indikator kegiatan Persentase Unit Pengolahan Ikan skala UMKM
dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP dan diterbitkan SKP dimulai
sejak peralihan tugas dan tanggungjawab sertifikasi SKP dari DJPDSKP ke
BPPMHKP terhitung mulai tanggal 10 Oktober 2024. Capaian indikator ini
dihitung dari perbandingan jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang
terbit dibandingkan dengan total seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh
Dinas Kelautan dan Perikanan dan diupload pada skp online. Realisasi indikator
kegiatan ini yaitu 84,31% yang diperoleh dari rerata Persentase capaian pada 46

Satker.
Realisasi indikator kegiatan ini berdasarkan data sebagai berikut:
Triwulan I

¢ Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak
1576 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon,
Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung,
Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang,
Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi,
Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Padang, Palangkaraya,
Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai

Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.

e Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 329 data masih proses tindak
lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan

verifikasi tim UPTatau pusat.

e Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 1247 sertifikat.

seceaEmn 0025 4 M



Triwulan 11

Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak
3042 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon,
Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung,
Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang,
Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bau Bau, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo,
Jambi, Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Merauke, Padang,
Palangkaraya, Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong,

Tahuna, Tanjung Balai Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.

Rekomendasi sebanyak 576 data masih proses tindak lanjut hasil verifikasi
dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan verifikasi tim UPTatau

pusat.

Sertifikat yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 2466 di 46 Satuan kerja lingkup
BPPMHKP

Jumlah rekomendasi diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak
1576 dokumen yang berada di wilayah kerja UPT Jakarta I, Makassar, Ambon,
Balikpapan, Banjarmasin, Denpasar, Entikong, Jakarta II, Jayapura, Lampung,
Manado, Mataram, Medan I, Semarang, Surabaya I, Surabaya II, Tanjungpinang,
Tarakan, Aceh, Bandung, Batam, Bengkulu, Bima, Cirebon, Gorontalo, Jambi,
Kendari, Kupang, Luwuk Banggai, Medan II, Merak, Padang, Palangkaraya,
Palembang, Palu, Pangkalpinang, Pekanbaru, Pontianak, Sorong, Tanjung Balai

Asahan, Ternate, dan Yogyakarta.

Dari seluruh rekomendasi tersebut, sebanyak 329 data masih proses tindak
lanjut hasil verifikasi dokumen oleh UPI atau Dinas Kelautan dan Perikanan dan

verifikasi tim UPTatau pusat

Sertifikat SKP yang terbit melalui sistem OSS sebanyak 1247 sertifikat. Rincian
detail per jenis sertifikasi Tahun 2024 disajikan pada Lampiran 12.
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Gambar 3.6. Platform Aplikasi SKP Online)

Pencapaian ini dapat diraih dengan realisasi anggaran Rp. 626,583,147,- dari
total Pagu Rp. 1,219,402,000,- atau sebesar 51,38%. Pagu anggaran ini semula
berjumlah Rp. 6,000,000,000, namun kemudian mengalami blokir automatic
adjustment sejumlah Rp. 4,780,598,000. Mengatasi hal tersebut dilakukan
melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan inspeksi jarak jauh yang
dilaksanakan secara virtual (remote inspection) pada UPI agar tetap konsisten
dan berkelanjutan dalam menerapkan system jaminan mutu dan ikan pada setiap
tahapan proses produksinya. Hal ini dilakukan melalui zoom cloud meeting untuk

mencegah potensi pemborosan dan meningkatkan efsiensi penggunaan anggaran.

Selain hal tersebut, capaian ini juga diraih dari efisiensi SDM, yaitu kegiatan
inspeksi penerapan HACCP hanya dilakukan oleh 402 orang fungsional Inspektur
mutu dan asisten inspektur mutu yang tersebar pada 46 UPT dari total pegawai
BPPMHKP sebanyak 872 orang atau sebesar 46,10%.

Selain dari sisi efisiensi SDM, capaian ini juga tidak lepas efisiensi teknologi yang
digunakan, yaitu sistem informasi berupa platform aplikasi honest (HACCP Online
System) yang dikelola oleh BPPMHKP bersama dengan PUSDATIN-KKP pada link
http://haccp.bkipm.kkp.go.id/h3/login/. Sistem ini telah digunakan sejak tahun
2007 dan Aplikasi https://skp-pdspkp.kkp.go.id/skp-online/auth/login yang
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saat ini telah digunakan hampir disemua kantor pelayanan BPPMHKP di seluruh

Indonesia. Pelayanan dengan aplikasi tersebut selain mempermudah layanan juga

akan merekam semua kegiatan tindakan yang dilakukan dalam proses sertifikasi

mutu untuk kegiatan ekspor, impor dan domestik serta informasi kegiatan

monitoring dan surveilen.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara

lain:

Bimbingan Teknis Petugas UPT dan Pusat dalam rangka sertifikasi SKP
dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2025 secara daring di Ruang Rapat Pusat
Mutu Pascapanen. Peserta yang bergabung melalui zoom meeting sebanyak

226 orang yang berasal dari inspektur mutu lingkup Badan PPMHKP.

o

Bimbingan Teknis Petugas-
UPT & Pusat Dalam rangka <2 &

Sartifikasi SKP

kegiatan survailan penerapan HACCP di Unit Pengolahan Ikan PT. Perikanan
Indonesia yang berlokasi di Galala - Kota Ambon dengan ruang lingkup Frozen
Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish oleh BPPMHKP Ambon pada
tanggal 14 Maret 2025. Kegiatan Survailan diawali dengan Opening meeting,
Ketua tim surveilan memimpin pertemuan pembukaan antara tim inspektur
mutu dan manajement UPI untuk mengkonfirmasi agenda surveilan yang
mencakup pemeriksaan lapangan, peninjauan dokumen, perumusan temuan
surveilan (Caucus meeting) dan pertemuan penutupan. Pada Kkegiatan
surveilan tim inspektur mutu BPPMHKP Ambon melakukan pengambilan

sampel uji untuk dilakukan pengujian secara laboratoris.

Setelah dilakukan kegiatan survailan di PT Perikanan Indonesia maka dapat

disimpulkan secara umum UPI PT. Perindo telah menerapkan Sistim Jaminan
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Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Penerapan HACCP pada Supplier dan
Pembinaan GMP-SSOP dan HACCP serta penyusunan manual Bagi Supplier
Yang Memasok Bahan Baku Ke Unit Pengolahan lkan Ekspor Tujuan Uni
Eropa yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025. Kegiatan ini
merupakan Kolaborasi antara BPPMHKP dan Direktorat Jenderal PDSPKP
dalam rangka percepatan sertifikasi suplier yang memasok bahan baku ke

Unit Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Pusat Mutu Pascapanen BPPMHKP beserta
jajaran; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; Balai Pengujian
dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Semarang, Kepala SKIPM Cirebon dan
Inspektur Mutu. Acara diselenggarakan secara Hybrid ( luring dan daring).
Peserta sosialisasi yang hadir secara fisik terdiri dari Unit Pengolahan Ikan
(UPI) tujuan ekspor Uni Eropa, suplier yang memasok bahan baku ke Unit
Pengolahan Ikan Ekspor Tujuan Uni Eropa, pembina mutu DKP Jawa Tengah,
dan mengikuti secara daring Kepala UPT BPPMHKP seluruh Indonesia beserta
inspektur mutu masing-masing wilayah.

Sl RAG PNGENDIALIAN PENERAPAN
a0 55 240 CRTICAL CONTROL PONT (HACCP)
DN SUPLER
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e Inspeksi SKP di 2 Unit Pengolahan Ikan (UPI) pada tanggal 22 April 2025
Oleh BPMHKP Makassar. Adapun ruang lingkup jenis produk meliputi

Frozen Shrimp, Fresh Frozen tuna, Fresh frozen demersal, Fresh pelagic,
dan Frozen cephalopod. Inspeksi SKP dan HACCP dilakukan secara langsung
(on site) oleh inspektur mutu hasil perikanan yang kompeten dan telah
mengantongi nomor registrasi inspektur mutu. Pada kesempatan tersebut,
Inspektur Mutu berkesempatan memperkenalkan tugas dan fungsi Badan
Mutu KKP Makassar dan menyampaikan informasi perijinan ekspor serta
temuan-temuan ketidaksesuaian yang perlu ditindak lanjuti sehingga unit
pengolahan dapat mengoptimalkan dalam pemenuhan standar keamanan
pangan. Sertifikat Kelayakan Pengolahan yang selanjutnya disingkat SKP
adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit
pengolahan ikan yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan
memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi. Dengan sertifikasi
SKP, Unit Pengolahan Ikan memperoleh jaminan mutu dari Otoritas Kompeten

akan produksi hasil perikanan yang aman di konsumsi, dan selanjutnya SKP

tersebut dapat digunakan oleh pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan
sertifikasi HACCP.

Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan tersebut
tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program Persentase hasil
kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar
mutu dan keamanan pangan pada Triwulan [ Tahun 2025 adalah sebesar 97,44%
dari target 70%. Sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar
120% dari target.
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Tabel 2.3 Target dan Realisasi IK2 pada Triwulan Il Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

IK.2 .
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Realisasi Tw. II

Tahun 2020 - 2024 Tl 20725

%
Realisasi

%
Realisasi

Target Target Realisasi o
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Tw. II Tw. II Target thd
2025 2025
Tw. II
2025
70 70 97,44 120 120

Target
2025

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang

Renstra BKIPM

2025-2029
%
Capaian
Target thd
Target
Renstra
70 120

Indikator ini merupakan indikator baru pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja (OTK) KKP, sehingga terjadi reorganisasi semula Badan Karantina Ikan dan
Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan

revisi Renja KKP sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP)

Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam, Sasaran

Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait perkarantinaan

ikan yang tidak sesuai mandat pasca penetapan SOTK BPPMHKP. Oleh karena itu,

capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.

IK3. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor

Keberterimaan sistem jaminan mutu di negara tujuan ekspor merupakan indikator

layanan kepastian bahwa produk hasil perikanan yang diekspor, dikeluarkan dari

dalam wilayah RI itu dapat diterima sampai ke luar negeri telah dipastikan bahwa

ikan itu sehat, terjamin, dan aman dikonsumsi dengan formulasi menghitung jumlah

negara tujuan ekspor yang telah memiliki dokumen kesetaraan sistem jaminan mutu

hasil kelautan dan perikanan melalui harmonisasi sistem jaminan mutu keamanan

hasil Perikanan dengan antara lain MOu/MRA/dokumen penyetaraan sistem jaminan

mutu.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator Keberterimaan Sistem Jaminan

Mutu di Negara Tujuan Ekspor belum dapatdiperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran

indikator ini bersifat tahunan.
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Tabel 2.4 Target dan Realisasi IK3 pada Triwulan | Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing
IK.3 Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor

Realisasi Tw. I Renstra BKIPM
Tahun 2020 - 2024 Tahun 2025 2025-2029
0,
Real/iosasi % %
Target Target Realisasi thd Realisasi Capaian
2020 2021 2022 2023 2024 2055 Tw. I1 Tw. 1 Target thd Target thd
2025 2025 5 Target Target
Rl 2025 Renstra
2025
153 171 171 162 41 41 41

negara negara negara negara negara negara

Keberterimaan produk perikanan Indonesia keluar negeri, tidak lepas dari peran
serta BPPMHKP dalam melakukan harmonisasi dengan negara mitra, pengawasan,
pengendalian sistem manajemen mutu yang ada di UPI milik eksportir serta pengujian
laboratorium terhadap mutu hasil perikanan sebagai syarat diterbitkannya sertifikat
jaminan mutu produk perikanan berupa sertifikat kesehatan. Perubahan tren dan isu
perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai persyaratan

yang harus dipenuhi.

Perubahan tersebut di antaranya persyaratan mutu, lingkungan, traceability,
biosecurity dan persyaratan teknis tertentu sebelum komoditas ikan dilalulintaskan.
Ada beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan agar jaminan kesehatan ikan dan
mutu yang dilakukan oleh BPPMHKP dapat tetap dipercaya dan diterima oleh pihak
otoritas kompoten dan buyer dari luar negeri terhadap produk perikanan Indonesia
sehingga diharapkan ekspor produk perikanan tetap bahkan lebih meningkat lagi

dikemudian hari.

IK4. Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI

Indikator Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI diukur dengan
menghitung rata-rata persentase capaian dari dua (2) indikator kinerja kegiatan,
yaitu Persentase Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen
di wilayah RI serta Lokasi pengawasan mutu hasil KP sektor produksi pascapanen
di wilayah RI sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor

1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta persentase Lokasi
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Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer di Wilayah

R], yaitu kegiatan monitoring kesegaran ikan, residu, bahan berbahaya, racun hayati
laut dan lingkungan perairan untuk pengujian mikrobiologi (E. coli, Salmonella spp),

logam berat (Mercury, Cadmium, Plumbum) dan pengujian Ciguatoxin.
Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Capaian lokasi yang terkendali kesegaran ikan, residu dan bahan berbahaya,
racun hayati laut dan lingkungan perairan sampai dengan Triwulan II Tahun
2025 sebanyak 4 lokasi dari yang ditargetkan sebanyak 2 lokasi atau Persentase
capaian sebesar 120%. Adapun lokasi yang telah dilakukan kegiatan tersebut
adalah : Perairan Tanjung Balai Asahan, Lampung, Makassar, dan Sorong. dengan

rincian rencana kegiatan sebagai berikut:
a. Pengambilan contoh (ikan) di masing-masing lokus;

b. Pengujian contoh, dengan parameter uji:

¢ Organoleptik

» Mikrobiologi : Coliform & Escherichia coli dan Salmonella;

¢ Residu kimia : logam berat Merkuri (Hg), Cadmium (Cd) dan Plumbun
(Pb), Histamin;

¢ Cemaran Marine biotoxin (racun hayati laut) : Ciguatoxin, ASP, PSP dan

DSP.

2. Capaian lokasi pengawasan mutu hasil perikanan Domestik sebagai implementasi
dari Inpres No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi
masyarakat pada Tahun 2024 sebanyak 24 Kabupaten/Kota yang ada di 35 Unit
Kerja BPPMHKP dari target 13 Kabupaten/Kota atau Persentase capaian sebesar
120%.

Pelaksanaan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan di sentra
distribusi hasil perikanan domestik (modern dan tradisional) pada Tahun 2025
dilakukan melalui kegiatan monitoring untuk mendapatkan gambaran jaminan
mutu hasil perikanan di masing-masing kab/kota. Kegiatan Pengendalian Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik dalam rangka penerapan Inpres 01
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Tahun 2017 tentang Masyarakat Hidup Sehat terdiri dari :

i. Inspeksi sarana prasarana, cara pengolahan yang baik (GMP), persyaratan
prosedur operasi sanitasi standar (SSOP) dan penanganan ikan yang baik/

Good Handling Practices (GHdP) terhadap pasar tradisional dan modern;

ii. Pengambilan contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan
dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk masing-masing lokus yang telah
ditentukan, dengan jumlah contoh minimal 5 (lima) atau 10% dari jumlah

ikan yang ada di masing-masing lokus.

iii. Pengujian contoh dalam rangka pengendalian mutu hasil perikanan sesuai

dengan parameter yang telah ditentukan, yaitu :
¢ Pengujian kesegaran ikan (organoleptik);

e Pengujian mikrobiologi (Total Plate Count, E. coli, Salmonella dan

parameter lain apabila dibutuhkan);

e Pengujian kimia (bahan kimia yang kemungkinan sengaja ditambahkan
dan berdampak pada kesehatan, yaitu formalin dan bahan kimia lainnya

yang tidak diperbolehkan untuk pangan).

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran Rp.
78,542,182,- dari total Pagu Rp 143,645,000,- atau sebesar 54,67%. Pagu anggaran
ini semula berjumlah Rp. 750,000,000, namun kemudian mengalami blokir automatic
adjustment sejumlah Rp. 606,355,000 atau sebesar 80,38%. Mengatasi hal tersebut
dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan melakukan beberapa upaya
antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas, pengurangan anggaran pendukung
yang tidak perlu seperti pengurangan honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah

potensi pemborosan dan meningkatkan efsiensi penggunaan anggaran.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini antara

lain:

¢ Pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan terhadap cemaran marine
biotoxin dan/atau bahan kimia berbahaya di perairan yang dilakukan oleh UPT

Sorong, Lampung, Makassar dan Tanjung Balai Asahan.

1. Di UPT Sorong, Lokasi pengawasan dilaksanakan di TPI Jembatan Puru
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Kota Sorong. Jenis ikan yang diambil adalah kakap merah, kerapu dan

kuwe. Parameter Pengujian terdiri dari: organoleptik, Salmonella, E. colj,
Vibrio parahaemolitycus, TPC, logam berat (merkuri, timbal, kadmium)
dan ciguatoxine. Pengujian dilakukan di laboratorium UPT Sorong untuk
parameter organoleptik dan mikrobiologi, sedangkan untuk parameter logam
berat dan ciguatoxine dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian
semua parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan

standar lainnya yang dipersyaratkan;

Di UPT Lampung, Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan Teluk Lampung,
Kabupaten Pesawaran. Jenis ikan yang diambil adalah kakap putih dan kerang
hijau. Pengujian untuk parameter mikrobiologi (E. coli dan Salmonella)
dilakukan di laboratorium UPT Lampung dan pengujian untuk parameter
logam berat (merkuri, timbal, kadmium), ciguatoxine dan biotoxine (NSP, ASP,
PSP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua parameter
masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar lainnya yang

dipersyaratkan;

Di UPT Makassar, Lokasi pengawasan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan
Beba, Kec. Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Jenis ikan yang diambil adalah
Kaneke, barakuda dan katamba. Pengujian untuk parameter mikrobiologi (E.
coli dan Salmonella) dan logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dilakukan
di laboratorium UPT Makasar, sedangkan pengujian untuk parameter uji
ciguatoxine dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua
parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar

lainnya yang dipersyaratkan;

Di UPT Tanjung Balai Asahan. Lokasi pengawasan dilaksanakan di Perairan
Asahan, Tanjung Balai Asahan. Jenis contoh yang diambil adalah kerang.
Pengujian untuk parameter uji logam berat (merkuri, timbal, kadmium) dan
biotoxine (NSP, ASP) dilakukan di laboratorium BUSPM. Hasil Pengujian semua
parameter masih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar

lainnya yang dipersyaratkan
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pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer di
wilayah RI sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No.
1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat oleh Tim inspektur
mutu Balai Besar KIPM Makassar beserta tim Dinas Perikanan Kab. Pinrang
melaksanakan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di Pasar
Kampung Jaya dan Pasar Sentral Kab. Pinrang pada tanggal 27 - 28 Mei 2024
dengan melihat sarana dan prasarana yang tersedia di pasar ikan serta dengan
pengujian laboratorium produk perikanan yang diperjualbelikan. Berbagai
sarana dan prasarana mulai dari lokasi, bangunan, saluran air, hingga fasilitas
sanitasi ditinjau untuk mendukung kegiatan jual beli yang higienis. Pedagang
ikan juga diberikan edukasi mengenai sistem rantai dingin komoditi perikanan
khusus produk domestik. Sampel yang diambil adalah komoditi yang dominan

diperjualbelikan untuk setiap jenis/kelompok ikan (Pelagis, Demersal,
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Chephalopod, Crustacea dan lkan hasil Budidaya). selanjutnya sampel ikan
yang diambil dilakukan pengujian organoleptik, Total Plate Count, E. coli,
Salmonella, Coliform, Histamin, dan Formalin di laboratorium Balai Besar
KIPM Makassar

Indikator ini dapat tercapai merupakan hasil efisiensi sumberdaya manusia berupa

kolaborasi antara BPPMHKP dengan Dinas KP, BPPOM dan instansi terkait lainnya.
Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK4 pada Triwulan | Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing
IK.4 Persentase Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI

Realisasi Tw. II Renstra BKIPM
Tahun 2020 - 2024 Tahun 2025 2025-2029
0,
Real/iusasi o 4
Target Target Realisasi Tl Realisasi Capaian
2020 2021 2022 2023 2024 2055 Tw. II Tw. [T Target thd Target thd
2025 2025 8 Target Target
Twe I 2025 Renstra
2025
105,88 - - 100 100 70% 70% 100% 120 120 70% 120
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IKS. Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan

Indikator Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan
mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan diukur dengan menghitung
akumulasi capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan yaitu : (i) Nilai Kualitas
Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium (SNI ISO/IEC 17025:2017) dan
(ii). Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi (SNI ISO/
IEC 17020:2012).

Capaian dari masing-masing indikator kegiatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji

Status akreditasi SNI ISO/IEC 17025 : 2017 bagi Laboratorium UPT BPPMHKP
sangat bermanfaat dalam rangka meningkatkan performance/kinerja
laboratorium. Hal tersebut dapat berdampak pada pelayanan terhadap Unit
Usaha Pembudidaya lkan dan/atau Unit Pengolahan lkan sebagai pelanggan

laboratorium.

Dampak yang lebih luas yaitu kepercayaan negara importir terhadap Indonesia
menjadi meningkat dan secara nasional mempunyai nilai strategis dalam
memperlancar kerjasama dengan negara pengimpor hasil perikanan. Sebagai
laboratorium yang telah diakreditasi maka laboratorium diharuskan menerapkan
sistem manajemen mutu laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 yang menjadi
dasar pengakuan oleh lembaga yang berkompeten yaitu Komite Akreditasi
Nasional bahwa data hasil uji yang diterbitkan sebagai salah satu dasar penerbitan

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah akurat dan absah.

Agar hasil uji terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan maka sistem
manajemen mutu laboratorium harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh
karena itu untuk mengetahui nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium maka perlu dilakukan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu

dengan Langkah-langkah berikut ini:

a. Teknik pengumpulan data verifikasi sistem manajemen mutu laboratorium
adalah data primer yaitu melalui observasi (pengamatan langsung) dan

wawancara.
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b. Observasi (Pengamatan Langsung), merupakan salah satu teknik

pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan
dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi
adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) yang
digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta proses
kerjanya. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam
peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau
melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang

bersamaan.

Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang bertanggung
jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan jawaban-jawaban

dicatat atau direkam.

Pada kegiatan ini tim verifikasi melakukan tanya jawab dengan pegawai
selaku pelaksana dan pengguna jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan
pelaksanaan wawancara ini tergantung pada proses interaksi yang terjadi.
Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan pengertian
(insight) yang dimiliki oleh tim verifikasi. Terkait dengan hal ini, diperlukan
suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi yang kondusif agar dapat
menggugah responden untuk mengungkapkan keadaan yang sebenarnya,

sebagai data yang diinginkan dalam pengamatan.

Instrumen yang digunakan dalam verifikasi penerapan sistem manajemen

mutu laboratorium antara lain:
i. Kuisioner Verifikasi

Dalam pelaksanaan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium, tim verifikasi menggunakan kuisioner berisi pertanyaan

yang akan ditanyakan kepada auditee

Penilaian verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
dihitung berdasarkan pemenuhan terhadap klausul SNI [ISO/IEC
17025:2017 yang terverifikasi, sebagai berikut:

e Nilai 3 apabila terpenuhi 80 - 100%;
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e Nilai 2 apabila terpenuhi 40 - 79%;

e Nilai 1 apabila terpenuhi 0 -39 %
Berdasarkan jawaban dari masing - masing pertanyaan maka perhitungan
nilai kualitas didapatkan melalui pehitungan Nilai kualitas = nilai

perolehan/nilai maksimal x 100.

Indikator Kinerja nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan
klausul dalam SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terverifikasi berdasarkan

rumus:
X1+X2+X3+X4
X= .|
93,98 + 82,45 + 89,64 + 76,32 + 80,18 +
+ + + +
X = 87,67 + 87,84 8:;,3.4 92,02 + 86,38 =8575
Keterangan

X : rata-rata
Xn : Nilai tingkat pemenuhanke-1,2,3, 4, ...n
n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :

X = 91,23 ; 85,58  _ 89,91

Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :

X = C+D - 89,91 + 85,75 = 87,83
2 2
Keterangan :

C = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tw. I

D = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Tw. II

BPPMHKP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang

dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II dari data berikut ini:
Triwulan I

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium
pada laboratorium yaitu UPT BPPMHKP Sulawesi Selatan pada tanggal 20
Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 91,23
dan di UPT BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2025 dengan

metode remote verification mendapatkan nilai 88,58.

Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang
dilakukan pada Triwulan I di 2 unit sampel laboratorium uji petik, didapatkan
nilai verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Triwulan I
Tahun 2025 sebesar 89,91%

Triwulan II

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium

pada laboratorium yaitu:

1. UPT Cirebon pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode Verifikasi

langsung mendapatkan nilai 93,89;

2. UPT Jakarta Il pada tanggal 16-17 April 2025 dengan metode Verifikasi

langsung mendapatkan nilai 82,45

3. UPT Jambi pada tanggal 17 April 2025 dengan metode remote verification
mendapatkan nilai 89,64

4. UPT Kendari pada tanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode Verifikasi langsung
mendapatkan nilai 76,32

5. UPT Kupang pada tanggal 2-5 Juni 2025 dengan metode Verifikasilangsung
mendapatkan nilai 80,18

6. UPT Manado padatanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode Verifikasi langsung
mendapatkan nilai 87,67

7. UPT Mataram pada tanggal 29 April 2025 dengan metode remote

verification mendapatkan nilai 87,84
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8. UPT Merak pada tanggal 19-21 Mei 2025 dengan metode Verifikasi

langsung mendapatkan nilai 81,14

9. UPT Semarang pada tanggal 17 April 2025 dengan metode remote

verification mendapatkan nilai 92,02

10. UPT Yogyakarta pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode Verifikasi

langsung mendapatkan nilai 86,38

Berdasarkan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium yang
dilakukan pada Triwulan II di 10 unit sampel laboratorium uji petik, didapatkan
nilai verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium Triwulan II
Tahun 2025 sebesar 85,75% dari target 75% atau mencapai 119,88%.. Capaian
ini diperoleh rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium pada 10 laboratorium yaitu UPT BPPMHKP Sulawesi Selatan
pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode remote verification mendapatkan
nilai 91,23 dan di UPT BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret
2025 dengan metode remote verification mendapatkan nilai 88,58 seperti

disajikan pada lampiran Lampiran 9.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian indikator ini

antara lain:

e Penyusunan prosedur verifikasi penerapan sistem manajemen mutu
laboratorium (termasuk kegiatan on site verification dan/atau remote

verification)

¢ Penyusunan Kkuesioner/ceklist verifikasi penerapan sistem manajemen

mutu laboratorium

e Penyusunan program verifikasi penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium tahun 2025

e Sosialisasi kegiatan verifikasi penerapan sistem manajemen mutu

laboratorium tahun 2025
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¢ Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pada UPT
BPPMHKP Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Maret 2025

o Verifikasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium di UPT

BPPMHKP Bangka Belitung pada tanggal 21 Maret 2025

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan dan hak konsumen untuk memperoleh
hasil perikanan yang aman dan bermutu, pemerintah menerapkan sistem jaminan
mutu dan keamanan hasil perikanan dari hulu sampai hilir dengan melibatkan
semua unit kerja yang terkait baik di internal Kementerian Kelautan dan
Perikanan (Ditjen Perikanan Tangkap, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen PDSPKP,
Ditjen PSDKP) maupun unit kerja lain yang ditunjuk untuk mendukung penerapan
SJMKHP, antara lain Laboratorium penguji dan acuan NRMP, Laboratorium Sub
Kontrak dalam rangka official control, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
serta pelaku usaha (usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap, supplier dan

Unit Pengolahan Ikan.

Pengendalian (official control) yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait harus
sesuai dengan peraturan atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan

sistem pengendalian (official control) sesuai dengan pendelegasian kewenangan
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yang diberikan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan selaku Otoritas
Kompeten yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 8 Tahun 2024 yaitu untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu
dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku

secara nasional maupun internasional.

Dalam rangka pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
dilakuan melalui inspeksi atau surveilan ke pelaku usaha, untuk menjamin
pelaksanaan inspeksi dan surveilan dilaksanakan sesuai regulasi dan memenuhi
kaidah ketidakberpihakan, kerahasiaan dan berintegritas, UPT BPPMHKP
menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi berdasarkan SNI ISO/IEC
17020:2012, Oleh karena itu, untuk menyiapkan dan memastikan pelaksanaan
sistem manajemen mutu lembaga inspeksi sesuai dengan standar, maka perlu
dilakukan verifikasi atau supervisi penerapan sistem manajemen mutu lembaga

inspeksi.

Lembaga inspeksi adalah lembaga yang ditetapkan untuk melakukan kegiatan
pengendalian dan pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan
dan Perikanan melalui inspeksi/surveilan. Dalam memastikan pelaksanakan
Lembaga inspeksi yang memenuhi azas ketidakberpihakan serta konsistensi
maka menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan SNI
ISO 17020:2012. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian kualitas penerapan
sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi berdasarkan penilaian pemenuhan
klausul SNIISO/IEC 17020 : 2012 yang terverifikasi.

Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam pengukuran indikator ini
dilakukan melalui survei dan observasi, sementara pengumpulan data sekunder
melalui desk research. Pengumpulan data sekunder melalui desk research dapat
dilakukan dengan cara membaca literatur, dokumen referensi dan data. Adapun
metode yang digunakan dalam supervisi yaitu:
a. Teknik Supervisi
i. Observasi (Pengamatan Langsung), Merupakan salah satu teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui pengukuran dan pengamatan

dengan menggunakan indera penglihatan. Dengan kata lain observasi
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adalah merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi)

yang digunakan/ditujukan untuk mempelajari perilaku responden serta

proses kerjanya.

Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam
peristiwa penting yang terjadi. Hal ini untuk membantu verifikator, atau
melihat banyaknya peristiwa penting secara keseluruhan pada saat yang
bersamaan.

ii. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung oleh verifikator kepada petugas yang
bertanggung jawab terkait ruang lingkup tugas pelayanan sertifikasi dan
jawabanjawaban dicatat atau direkam. Pada kegiatan ini tim verifikasi
melakukan tanya jawab dengan pegawai selaku pelaksana dan pengguna
jasa apabila dipandang perlu. Keberhasilan pelaksanaan wawancara ini

tergantung pada proses interaksi yang terjadi.

Unsur yang menentukan proses interaksi ini adalah wawasan dan
pengertian (insight) yang dimiliki oleh tim supervisi. Terkait dengan
hal ini, diperlukan suatu keterampilan yang dapat menciptakan situasi
yang kondusif agar dapat menggugah responden untuk mengungkapkan
keadaan yang sebenarnya, sebagai data yang diinginkan dalam
pengamatan.

iii. Studi Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang tidak
langsung ditujukan kepada responden. Dokumen dapat berupa buku
kegiatan operasional harian, buku pelaporan, hasil pengujian, laporan
berkala, jadwal kegiatan, data aplikasi dan dokumen lainnya guna

melakukan verifikasi terhadap jawaban.

Pengolahan Data Hasil supervisi adalah dikeluarkannya Laporan Temuan
Ketidaksesuaian terhadap hasil supervisi melalui pengolahan data

terhadap kuesioner yang telah diisi.
b. Instrumen Supervisi

Ceklist Supervisi Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi. Dalam melakukan

kegiatan supervisi, tim supervisi diwajibkan menggunakan ceklist Supervisi
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Sistem Manajemen Mutu, serta bisa melakukan pendalaman terhadap semua

jenis pertanyaan, uraian jawaban dari auditee/penanggungjawab kegiatan.

Penilaian yang dilakukan menggunakan ceklist supervisi dengan sistem
penilaian, apabila:

¢ Nilai 3 = terpenuhi 80-100 %

e Nilai 2 = terpenuhi 40-79%

e Nilai 1 = terpenuhi 0-39%

Perhitungan dilakukan dengan cara : Nilai Kualitas = (Nilai perolehan x 100) /

Nilai maksimal (sesuai checklist)

Indikator kinerja Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga
inspeksi dihitung berdasarkan nilai rata-rata tingkat pemenuhan klausul

dalam SNI ISO/IEC 17020 yang terverifikasi berdasarkan rumus:

X1+X2+X3+X4
X= 4

91+91,52 + 94,65 + 91,30 +
81,36 + 92,22 + 88,89 + 88,52

X = " =89,93
Keterangan
X : rata-rata
Xn : Nilai tingkat pemenuhan ke-1,2,3, 4, ... n
n : banyaknya nilai tingkat pemenuhan
Pada Triwulan 1, capaian indikator ini adalah :
93,22
X= 1
=93,22
Sehingga capaian sampai dengan Triwulan 2 adalah :
+
X = C+D _ 93,22 +89,93 = 91,58

2 - 2

Keterangan :
C = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tw.

D = Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi Tw. II
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Berdasarkan verifikasi nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu

lembaga inspeksi yang dilakukan pada Triwulan I dan Triwulan II dari data

berikut ini :
Triwulan I

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga

inspeksi pada 1 laboratorium yaitu:

1. UPT Lampung pada tanggal 20 Maret 2025 dengan metode remote

inspection mendapatkan nilai 93,22;
Triwulan I1

rerata dari Hasil verifikasi penerapan sistem manajemen mutu lembaga

inspeksi pada 8 laboratorium yaitu:

1. UPT Balikpapan pada tanggal 24 April 2025 dengan metode remote

inspection mendapatkan nilai 94,65;

2. UPT Cirebon pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode verifikasi

langsung mendapatkan nilai 91,00;

3. UPT Kendari padatanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode verifikasilangsung
mendapatkan nilai 93,22;

4. UPT Kupang pada tanggal 2-5 Juni 2025 dengan metode verifikasi langsung
mendapatkan nilai 93,22;

5. UPT Manado padatanggal 6-9 Mei 2025 dengan metode verifikasilangsung
mendapatkan nilai 93,22;

6. UPT Merak pada tanggal 19-22 Mei 2025 dengan metode verifikasi

langsung mendapatkan nilai 93,22;

7. UPT Surabaya Il pada tanggal 29 April 2025 dengan metode remote

inspection mendapatkan nilai 93,22;

8. UPT Yogyakarta pada tanggal 21-24 April 2025 dengan metode verifikasi

langsung mendapatkan nilai 93,22;
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Berdasarkan verifikasi nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu

lembagainspeksiyangdilakukan pada Triwulan I1di 8 unitsampellaboratorium
uji petik, didapatkan Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu
lembaga inspeksi Triwulan II Tahun 2025 sebesar 89,93% dari target 75%
atau mencapai 119%. Lokus dan nilai hasil supervisi per unit kerja sampling

disajikan pada lampiran Lampiran 10.

Berdasarkan persentase capaian dari 2 (dua) indikator kinerja kegiatan
tersebut tersebut diatas sehingga capaian indikator sasaran program
Persentase implementasi metode dan standar pengendalian dan pengawasan
mutu hasil kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah sebesar 89,70%
daritarget 75%. Sehingga capaian pada Triwulan II Tahun 2025 adalah sebesar
119,60% dari target.

Pencapaian indikator ini dapat diraih dengan realisasi sumberdaya anggaran
Rp 1,399,746,060,- dari total Pagu Rp 3,344,028,000,- atau sebesar 41,85%
Pagu anggaran ini semula berjumlah Rp. 5,600,351,000, namun kemudian
mengalami blokir automatic adjustment sejumlah Rp. 2,256,323,000.
Mengatasi hal tersebut dilakukan melalui beberapa upaya antara lain dengan
melakukan beberapa upaya antara lain efisiensi belanja perjalanan dinas,
pengurangan anggaran pendukung yang tidak perlu seperti pengurangan
honorarium tim dan kegiatan untuk mencegah potensi pemborosan dan

meningkatkan efsiensi penggunaan anggaran.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK5 pada Triwulan | Tahun 2025

SP.1 Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing
Persentase Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu

IK.5 . q -
Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan
Realisasi Tw. II Renstra BKIPM
Tahun 2020 - 2024 Tahun 2025 2025-2029
0,
Real/iosasi [ b
Target Target Realisasi thd Realisasi Capaian
2020 2021 2022 2023 2024 2055 Tw. 11 Tw. 11 Target thd Target thd
2025 2025 5 Target Target
Tw. 11 2025 Renstra
2025

75% 75% 89,70% 119,60 119,60 75% 119,60
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Realisasi Triwulan Il Tahun 2025 ini tidak dapat dibandingkan dengan periode

yang sama pada Tahun 2024 karena indikator ini merupakan indikator baru
pasca penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP)
Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) KKP. Diakibatkan
terjadinya reorganisasi yang semula Badan Karantina Ikan dan Pengendalian
Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi BPPMHKP sehingga dilakukan revisi
Renja KKP sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP)
Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja (Renja) KKP, terkait Progam,
Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Sasaran Kegiatan terkait
perkarantinaan ikan yang tidak sesuai mandat pasca penetapan SOTK
BPPMHKP maka dilakukan revisi Penjanjian Kinerja yang baru pada Bulan
Oktober Tahun 2024.

Sasaran Program 2.
Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP

Nilai sasaran strategis Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di
Lingkungan BPPMHKP pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat diperoleh. Hal
ini dikarenakan pengukuran indikator yang ada pada sasaran program ini bersifat

tahunan.

Pencapaian sasaran strategis ini akan diperoleh dari pencapaian indikator Nilai

Implementasi Reformasi Birokrasi.

Capaian atas target indikator kinerja tersebut diuraikan sebagai berikut:

IK6. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien,
sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam
perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan
wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program
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reformasi birokrasi.

Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu
peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas
KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian
sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot
project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan
pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program

reformasi birokrasi pada unit kerja.

Nilai implementasi Reformasi Birokrasi BPPMHKP merupakan nilai yang diperoleh
dari proses penilaian baik secara mandiri oleh Inspektorat Jenderal melalui
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) maupun penilaian dari
Kementerian PAN dan RB. Penilaian ini dilakukan terhadap pelaksanaan delapan area

perubahan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang
efektif dan efsien, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan
terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Lembaga/Instansi
Pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 (Perpres Nomor 81
Tahun 2010), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 (Permen PAN RB
Nomor 25 Tahun 2020) Untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
di lingkungan instansi pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah menetapkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen penilaian Reformasi

Birokrasi secara mandiri (self-assessment).

PMPRB merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi
yang dilakukan secara mandiri (self assessement) oleh Kementerian/Lembaga dan

Pemerintah Daerah, yang mencakup penilaian terhadap dua komponen:

Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results). Pengungkit adalah seluruh upaya yang
dilakukan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BKIPM dalam menjalankan

fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.
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Hubungan sebab-akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat

mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di
mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara
berkelanjutan. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas
instansi, sedangkan Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku

kepentingan (stakeholder).

Dalam rangka mempermudah, meningkatkan efektivitas dan efsiensi implementasi
PMPRB maka penilaian tersebut dilakukan secara online dengan mengakses laman
pada https://pmprb. menpan.go.id/. Pada laman tersebut, terdapat sejumlah
formulir yang disebut Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang terdiri dari 8 (delapan) area,
yakni: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan
dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM,
Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik. Sebelum dilakukan penilaian secara resmi oleh Kementerian PAN-RB, Itjen
KKP sebagai pengawas intern berkomitmen untuk mengevaluasi pelaksanaan PMPRB
dengan menguji kesesuaian antara narasi (isian) dalam Lembar Kerja Evaluasi dengan

bukti (evidence) yang dimiliki oleh Satker terkait.

Penilaian Kinerja Reformasi Birokrasi BPPMHKP merupakan nilai yang diperoleh dari
proses Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara internal
dengan Inspektorat Jenderal selaku evaluator. Penilaian ini dilakukan terhadap
pelaksanaan delapan area perubahan Reformasi Birokrasi. Target indikator Nilai
Implementasi Reformasi Birokrasi pada 2025 adalah 86 (kategori A/Memuaskan).
Hingga Triwulan I Tahun 2025, realisasi indikator Nilai Implementasi Reformasi
Birokrasi. belum dapat diperoleh. Hal ini dikarenakan pengukuran indikator ini

bersifat tahunan.

Tabel 2.5 Target dan Realisasi IK6 pada Triwulan | Tahun 2025

SP.1 Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPMHKP
IK.6 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi

Realisasi Tw. I Renstra BKIPM
Tahun 2020 - 2024 Tahun 2025 2025-2029
0,

Real/iosasi % %
Target Target Realisasi thd Realisasi Capaian

2020 2021 2022 2023 2024 2055 Tw. [ Tw. [ Taret thd Target thd
2025 2025 g Target Target
Twe 1 2025 Renstra

2025
86 - - - - 86



Alokasi anggaran BPPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2025 adalah sebesar
Rp.262,200,220,000. Komposisi anggaran ini mengalami perubahan dari yang

semula Rp.342,649,736,000,- kemudian mengalami efisiensi anggaran sebesar
Rp.99,399,640,000,- atau sebesar 29,01% dari pagu anggaran semula menindaklanjuti
pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, dan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan APBN TA 2025. Kemudian pagu
efisiensi tersebut mengalami relaksasi sebesar Rp. 18,950,124,000,- senilai 7,79%
dari total pagu efektif untuk membiayai pelaksanaan program - program prioritas
nasional yang telah ditetapkan dalam 8 misi asta cita yaitu antara lain ekonomi
biru, swasembada pangan, dan pengentasan kemiskinan. Namun dengan efisinesi
tersebut, tidak mengurangi kinerja BPPMHKP dalam pencapaian target kinerja. Hal

ini dibuktikan dengan nilai capaian sasaran strategis sebesar 116,92%.

Halini membuktikan walaupun adanya efisiensianggaran, namun dengan keterbatasan
tersebut kegiatan tetap dapat terlaksana dengan baik walaupun adanya penyesuaian
seperti belanja barang pada output teknis khususnya anggaran perjalanan dinas serta
belanja barang pada output layanan operasional (perkantoran). Alokasi anggaran
tersebut terbagi dalam 3 program pembangunan kelautan dan perikanan, 4 kegiatan
yang tersebar di 50 Satuan Kerja (4 Satker Pusat,46 satker kantor daerah/Unit

Pelaksana Teknis).

Total anggaran ini terdiri dari rupiah murni sebesar Rp. 258,694,482,000,- dan PNPB
sebesar Rp. 3,505,738,000. Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP pada Triwulan
II tahun 2025 mencapai Rp 112,533,752,993,- atau sebesar 42,91% dari pagu
anggaran BPPMHKP (T.A) 2025 sebesar Rp.262,200,220,000,-. Realisasi penyerapan
anggaran BPPMHKP sampai dengan Triwulan II berdasarkan jenis kegiatan dan

jenis belanja disajikan pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.
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Tabel 2.8 Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW Il Tahun 2025

KEGIATAN PAGU REALISASI TW 11

Dukungan Manajemen Internal

1  Lingkup Badan Karantina Ikan, 251,581,093,000 109,960,753,561  43.91
Pengendalian Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan

2 Pengendalian Mutu 2,661,072,000 1,072,650,165 40.31
3 Manajemen Mutu 7,958,055,000 1,500,349,267 18.85
TOTAL 262,200,220,000 112,533,752,993 4291

Tabel 2.9 Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW Il Tahun 2025

JENIS BELANJA PAGU REALISASI TW II %
1 Belanja Pegawai 177,242,617,000 76,335,980,856 43.07
2 Belanja Barang 84,957,603,000 36,197,772,137 42.61

3 Belanja Modal

TOTAL 262,200,220,000 112,533,752,993 42.91

Selanjutnya penjelasan perkembangan pelaksanaan anggaran per jenis belanja
disajikan sebagai berikut :

1. Belanja pegawai
Realisasi belanja pegawai sampai dengan triwulanIl sebesar Rp 76,335,980,856,-
atau 43,07% dari pagu Rp 177,242,617,000. Realisasi belanja pegawai telah
memenuhi target realisasi anggaran pada indikator IKPA yaitu 40% sebesar Rp
76,335,980,856,- . Hal ini karena realisasi belanja pegawai terealisasi rutin setiap

bulan sampai dengan akhir tahun.

N

Belanja barang
Realisasi belanja barang sampai dengan triwulan Il sebesar Rp 36,197,772,137,-

atau 42,61% dari pagu Rp 84,957,603,000. Capaian realisasi belanja barang
telah mencapai target IKPA Triwulan II yaitu 40% sebesar Rp. 36,197,772,137.
Walaupun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian realisasi

belanja barang yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya:
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e Karakteristik belanja barang berupa layanan perkantoran dan layanan umum

yang akan terealisasi rutin sampai dengan akhir tahun

e Kegiatan yang bersifat swakelola seperti fullboard, rapat-rapat, perjalanan
dinas masih akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun

e Pengadaan barang di e-katalog terkendala persyaratan komponen Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) karena beberapa barang yang dibutuhkan
belum ada di ekatalog untuk yang memenuhi persyaratan TKDN

e Adanya anggaran yang terblokir karena kurang dokumen dan kebijakan blokir
AA sehingga kegiatan dan belanja belum dapat dilaksanakan

e Beberapa belanja barang yang bersifat kontraktual telah dikontrakkan dan
akan terealisasi saat pekerjaan selesai dilaksanakan.

3. Belanja modal

TIdak terdapat realisasi belanja modal sampai dengan triwulan I akibat efisiensi

anggaran menindaklanjuti pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan

APBD TA 2025, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 perihal

Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam Pelaksanaan

APBN TA 2025. Capaian realisasi belanja modal tidak memenuhi target IKPA

Triwulan I sebesar 5% disebabkan beberapa hal diantaranya:

e Anggaran belanja terdampak kebijakan blokir efisiensi masih dalam keadaan

terblokir dan masih menunggu proses buka blokir

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP T.A 2025 sampai dengan Triwulan II
berdasarkan sasaran program disajikan pada Tabel 2.10, Realisasi penyerapan
anggaran ini telah digunakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan indikator

kinerja.
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Tabel 2.10 Penyerapan Anggaran per Sasaran Program TW Il Tahun 2025

NO SASARAN PROGRAM

PAGU REALISASI TW 11 %
Sistem Jaminan Mutu Hasil
1 Kelautan dan Perikanan yang 10,619,127,000 2,572,999,432 24,22

berdaya saing

Tata kelola pemerintahan yang
2 | efektif dan akuntabel di lingkungan 251,581,093,000 109,960,753,561 43,91
BPPMHKP

TOTAL 262,200,220,000 112,533,752,993 42,91

Jika dilihat pada Tabel 2.35, Realisasi penyerapan anggaran per sasaran program,
penyerapan anggaran terbesar ada pada sasaran program Tata kelola pemerintahan
yang efektif dan akuntabel di lingkungan BPPMHKP sebesar 43,91% dan yang terkecil
ada pada sasaran program Sistem Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang
berdaya saing sebesar 24,22%. Hal ini disebabkan pada triwulan II, realisasi kegiatan
didominasi oleh kegiatan rutin seperti gaji dan tunjangan. sedangkan kegiatan
kegiatan strategis lainnya baru pada tahap proses pencapaian realisasi yang baru
berjalan pada triwulan Il sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan serta adanya
blokir anggaran pada kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan yang mendukung

indikator pada sasaran program tersebut.

Walaupun demikian, dengan capaian realisasi anggaran per sasaran strategis tersebut,
BPPMHKP tetap dapat mencapai seluruh target Triwulan II. Hal ini dibuktikan dengan
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis sebesar 116,92 dimana Nilai Pencapaian Sasaran
Strategis (NPSS) ini merupakan gambaran pencapaian nilai kinerja suatu organisasi

secara keseluruhan.
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PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan, yaitu
kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan melalui pelaksanaan program karantina
ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan tahun 2025, BPPMHKP telah
menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU

yang belum memenubhi target.

Beberapa IKU yang belum memenuhi target pada Triwulan I, lebih disebabkan oleh
kendala non teknis, karena IKU tersebut pengukurannya bersifat semesteran atau
tahunan pada akhir tahun. Oleh karena itu, pencapaian target tersebut selanjutnya

akan menjadi fokus utama dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan berikutnya.

Rencana aksi yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BPPMHKP pada

triwulan III adalah:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU yang

belum mencapai target triwulan I1I;

2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada triwulan III sesuai jadwal atau rencana
operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan

tidak menumpuk pada akhir tahun;

3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pencapaiannya pada

akhir tahun, agar dapat direalisasikan pada awal triwulan IV.

Akhirnya, semoga Laporan Kinerja BKIPM Triwulan II Tahun 2025 ini dapat menjadi
menjadi sarana pertanggungjawaban kinerja Kepala BKIPM kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan

kebijakan, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi ke depan.
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LAMPIRAN 1.
Perjanjian Kinerja BPPMHKP Tahun 2025

%

KEMENTERIAN
KELAUTAM DAMN PERIKAMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DANMN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel
dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

MNama : Ishartini
Jabatan :Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

MNama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan :Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan

dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025
Pihak Kedua Pihak Kesatu

Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN
DAN PERIKANAN

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

1. | Sistem Jaminan Mutu Persentase Hasil Kelautan dan 70
Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang
Perikanan yang Memenuhi Standar Mutu dan
berdaya saing Keamanan Pangan (%)

Persentase Hasil Kelautan dan 70
Perikanan Seklor Produksi Pasca

Panen yang Memenuhi Standar Mutu

dan Keamanan Pangan (%)

Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di 4
Megara Tujuan Ekspor (Negara)

Persentase Pengawasan Mutu Hasil 70
Perikanan di Wilayah Rl (%)

Persentase Implementasi Metode 70
Terstandar Pengendalian dan

Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan yang Ditetapkan (%)

2. | Tata kelola Milai Implementasi Reformasi Birokrasi 86
pemerintahan yang lingkup EPPMHKP (nilai)
efektif dan akuntabel di
lingkungan BPPMHKP

BPPMHKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN




Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN Anggaran (Rp.)

PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
1 Manajemen Mutu 17.775.351.000
2 | Pengendalian dan Pengawasa Mutu Hasil KP 15.800.000.000
PROGRAM : Dukungan Manafemen
1 Dukungan Manajemen Internal lingkup BPPMHKP 309.074.385.000
Total Anggaran Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan 342.649.736.000
Tahun 2025

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua Pihak Kesatu
Menteri Kelautan dan Perikanan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan
Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
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LAMPIRAN T11.
Daftar Penerbitan Sertifikasi HACCP Tw. | Tahun 2025

Mo Nama Eatier Target | Todal Sarifikasi Hazard %
Analysis and Critical
Cinntred Foint (HACCF)
Ruang Lingkup Produk
pada UP|

1 | Balai Besar KIPM Jakata | 230 a7 37.B3%
2 | Balal Besar KIPM Makessar 390 83 21.26%
3 | Balai KIPM Amibon 30 2 6,67 %
4 | Balai KIPM Balikpapan 15 1 6,675
D | Bl KIFM Hanarmasin Ll 4 sy
& | Balai KIPM Denpssar 218 a8 40, T4%
7 | Balai KIPM Entikang 12 il 0,00%
B | Balai KIPM Jakarta Il 345 110 30.14%
4 | Balai KIPM Jayapura 2 2 100, 00%
10 | Balai KIPM Lampung 52 16 30,7 %
11 | Balai KIPM Manado 100 40 A40,00%
12 | Balai KIFM Mataram 30 0 0,00%
13 | Balai KIPM Bedan | 40 T 17.50%
14 | Balai KIPM Semarang M5 a3 348,60%
15 | Balai KIPM Surabaya | 410 12 27.532%
16 | Balai KIPM Surabaya |1 200 104 52.00%
17 | Balai KIPM Tanjungpinang 55 10 18,16%
18 | Balai KIPM Tarakan 28 4 14.28%
19 | Stasun KIPM Aceh 28 ] 28.57%
20 | Stasiun KIPM Bandung ] 8 50,00%
21 | Blasiun KIPM Batam 10 2 20.00%
22 | Stmsiun KIPRM Bau-Bau i 1] 0.00%
23 | Stasun KIPM Benghkubu 1 1 100, 00%,
24 | Stagiun KIPM Birma 1 0 0,00%
25 | Stasiun KIPR Cirebon 50 0 40,00%
26 | Stasiun KIPM Gorontalk 3] ] 83.35%
27 | Stasiun KIPM Jambi Z n 0,00%
28 | Stasiun KIPM Kandari 20 ] 25.00%
29 | Stasinmn KIPM Knpang an 4 A RO%.
30 | Stasiun KIP# Luwuk Banggs 11 1] 0,00%
3 | Stasun KIFNM Mamuju 3 a 0,00%
32 | Stasiun KIPR hedan || 175 72 41, 14%
33 | Stasiun KIPH Merak 14 ] 35 T1%
34 | Siasiun KIPM Merauka 3 1 33.33%
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LAMPIRAN T1.
Daftar Penerbitan Sertifikasi HACCP Tw. | Tahun 2025

[ No | Nama Satker Targel | Tolal Serlifikasi Hazard %
Analysis and Critical
Controd Foint (HACCP)
Ruang Lingkup Produk
pada UPI

35 | Stasiun KIPM Padang 2 a 150,00%
3 | Stasiun KIPM Palangkaraya 1 0 0,00%
37 | Stasiun KIPM Palembang 4 0 0,00%
38 | Stasiun KIPM Palu & ] 0.00%
38 | Stasiun KIPM Pangkalpinang TO 18 25.71%
40 | Stasiun KIPM Pekanbaru 8 8 100.00%
41 | Stasiun KIPM Pontianak 6 0 0,00%
42 | Stasiun KIPM Sorong 20 & 30,00%
43 | Stasiun KIPM Tahuna 8 a 0,00%
44 | Stasiun KIPM Tanjung Balai Asahan 44 17 38.64%
45 | Stasiun KIPM Temate 20 40,00%
46 | Stasiun KIPM Yogyakarta 10 20.00%
Jumilah 3000 947 MNE5T%
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LAMPIRAN 12.
Daftar Penerbitan Sertifikasi SKP Tw. | Tahun 2025

No Mama Satker T?{ff“ Jumiah Rekomendasi | Jumlah Sertifikat SKP %

1 | Balai Basar KIPM Jakaria | TO n 20 B4 B3
2 Balai Basar KIFM Makassar TO 102 62 5O.78
3 Balai KIPM Amban TO 17 17 100.00
4 | Balai KIPM Balikpapan TO i8 12 5E.ET
5 | Balai KIPM Banjarmasin TO 33 a3 100.00
L] Balai KIFM Denpasar TO B2 40 48.78
T | Balai KIPM Entikong TO 3 3 100.00
B Balai KIPM Jakaria Il To 185 172 g2 97
k| Balai KIPM Jayapura TO B T BT .50
10 | Balai KIPM Lampung TO 20 19 595.00
11 | Balai KIPM Manadao TO 43 42 97 BT
12 | Balai KIPM Mataram TO 11 i1 100,00
13 | Balai KIPM Medan | TO 14 4 38 57
14 | Balai KIPM Semarang To 117 107 91.45
15 | Balai KIPM Surabaya | To 180 147 8167
16 | Balai KIPM Surabaya Il TO &9 65 8490
17 | Balai KIPM Tanjungpinang To 29 29 100.00
18 | Balai KIPM Tarakan TO 14 12 B5.T1
18 | Stasiun KIPM Aceh TO 21 5 47 85
20 | Stasiun KIPM Bandung To 20 10 50.00
21 | Stasiun KIPM Batam To 1 1 100.00
22 | Stasiun KIPM Bau-Bau TO ] ] M&
23 | Stasiun KIPM Benglulu To 5 5 100.00
24 | Stasiun KIPM Bima TO 5 5 100.00
25 | Stasiun KIPM Cirebon TO 4 28 A5 75
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LAMPIRAN 12.
Daftar Penerbitan Sertifikasi SKP Tw. | Tahun 2025

No Nama Satker T?,;Eft Jumlah Rekomendasi | Jumlah Sertifikat SKP %
26 | Stasiun KIPM Gorontalo 70 16 12 75.00
27 | Stasiun KIPM Jambi 70 9 9 100,00
28 | Stasiun KIPM Kendari 70 11 7 63.64
29 | Stasiun KIPM Kupang 70 1 1 100,00
30 | Stasiun KIPM Luwuk Banggai 70 15 8 53.33
31 | Stasiun KIPM Mamuju 70 0 0 NA
32 | Stasiun KIPM Medan Ii 70 46 45 9783
33 | Stasiun KIPM Merak 70 6 6 100,00
34 | Stasiun KIPM Merauke 70 0 0 NA
35 | Stasiun KIPM Padang 70 3 3 100.00
36 | Stasiun KIPM Palangkaraya 70 10 0 )
37 | Stasiun KIPM Palembang 70 1 0 )
38 | Stasiun KIPM Palu 70 9 9 100.00
39 | Stasiun KIPM Pangkalpinang 70 23 23 100,00
40 | Stasiun KIPM Pekanbaru 70 2 2 100,00
41 | Stasiun KIPM Pontianak 70 9 9 100.00
42 | Stasiun KIPM Sorong 70 18 18 100,00
43 | Stasiun KIPM Tahuna 70 0 0 NA
44 ista!asr:g: KIPM Tanjung Balai 70 8 8 100,00
45 | Stasiun KIPM Ternate 70 22 22 100,00
46 | Stasiun KIPM Yogyakarta 70 25 23 92,00
Rata - rata 82,28
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